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KATA PENGANTAR 
 

Assalamu’alaikum warrahmatullaahi wabarakaatuh 

Puji dan syukur Kami panjatkan hanya kepada Allah SWT, 

karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Kami dapat menyelesaikan 

penyusunan “LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

(LKIP) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA 

SUKABUMI TAHUN 2025”. Penyusunan “LAPORAN KINERJA 

INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA KOTA SUKABUMI TAHUN 2025” merupakan 

amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, Peraturan 

Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 T ahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Atas Laporan Kinerja. 

“LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS 

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SUKABUMI TAHUN 

2025” disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan 

Rencana Strategis (Renstra) Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 

32 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Sukabumi Tahun 2025-2029. Secara substantif, 

“LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS 

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SUKABUMI TAHUN 

2025” merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka 

mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah 
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yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam 

mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota guna 

mewujudkan Clean Government dan Good Governance. 

Akhir kata, semoga “LAPORAN KINERJA INSTANSI 

PEMERINTAH (LKIP) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

KOTA SUKABUMI TAHUN 2025” ini bermanfaat dan dapat 

digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan 

serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat. 

Wa’alaikumsalam warrahmatullaahi wabarakatuhu 

KOTA SUKABUMI, 

Ir. Hj. Endah Aruni, M.T. 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19670709 199703 2 005 

 

  

 

Sukabumi, 27 Februari 2026 

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

Dalam rangka mewujudkan 

ke pemerintahan yang baik dan 

berorientasi pada hasil, Dinas 

Komunikasi dan Informatika 

Kota Sukabumi melaksanakan 

Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

Akuntabilitas kinerja merupakan 

perwujudan kewajiban instansi 

pemerintah dalam rangka 

pertanggung-jawaban 

pelaksanaan program dan 

kegiatan yang telah diamanatkan 

para pemangku kepentingan 

dalam rangka mencapai misi 

organisasi secara terukur dengan 

sasaran/target kinerja yang telah 

ditetapkan melalui laporan 

kinerja instansi pemerintah yang 

disusun secara periodik. 

Atas dasar hal tersebut, 

Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Sukabumi 

selaku pengemban amanah 

masyarakat Kota Sukabumi 

dalam urusan Komunikasi dan 

Informatika melaksanakan 

kewajiban tersebut dengan 

menyajikan pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsinya serta 

pengelolaan sumber daya yang 

dimiliki dalam Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKIP) 

Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Sukabumi 

Tahun 2025. 

Laporan ini disusun 

berdasarkan Perjanjian Kinerja 

Tahun 2025 dan Rencana 

Strategis Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Sukabumi 

Tahun 2025-2029 sebagaimana 

tertuang dalam Peraturan Wali 

Kota Nomor 35 Tahun 2025, 

sebagaimana disepakati dalam 

Perjanjian Kinerja Dinas 

Komunikasi dan Informatika 

Kota Sukabumi Tahun 2025, 

terdapat 5 (lima) Indikator 

Kinerja Utama (IKU). 

 Pengukuran Kinerja 

dilakukan dengan cara 

membandingkan target setiap 

IKU yang merupakan indikator 

dari sasaran strategis Renstra 

dengan realisasinya. Setelah 

dilakukan penghitungan akan 

diketahui selisih atau celah
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kinerja (performance gap). 

Selanjutnya berdasarkan selisih 

kinerja tersebut dilakukan 

evaluasi guna mendapatkan 

strategi yang tepat untuk 

peningkatan kinerja di masa 

yang akan datang (performance 

improvement). 

Untuk mempermudah 

interpretasi atas penilaian 

tingkat realisasi kinerja setiap 

sasaran, digunakan interpretasi 

pencapaian IKU pada aplikasi e-

performance sebagai berikut : 

 

TABEL 1 

SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA 
 

NO NILAI ANGKA INTERPRETASI WARNA 

1 91% ≤ 100%  Sangat Tinggi  

2 76% ≤ 90%  Tinggi  

3 66% ≤ 75%  Sedang  

4 51% ≤ 65%  Rendah  

5  ≤ 50%  Sangat Rendah   
Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

 

 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap capaian 

IKU Tahun 2025, rata-rata capaian IKU Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Sukabumi Tahun 2025 adalah 173,7% (seratus tujuh 

puluh tiga koma tujuh puluh persen) atau dengan kata lain memiliki 

kinerja Sangat Tinggi untuk beberapa target kinerja yg sudah 

ditentukan. Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Sukabumi Tahun 2025 adalah sebesar 98,99% (sembilan puluh delapan 

koma sembilan puluh sembilan persen). 

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian 

target indikator sasaran strategis Renstra Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 yang telah disepakati 

dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Sukabumi Tahun 2025, dapat dipenuhi melebihi dari target yang sudah 

ditentukan walaupun masih ada 1 (satu) target yang belum tercapai.
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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai 

dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara 

pemerintahan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah 

di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota, wajib menyelenggarakan 

ke pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan ke pemerintahan 

yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang 

pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah merupakan sebuah sistem yang mencakup 

Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, 

Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.   

Penyelenggaraan SAKIP di Kota Sukabumi didasarkan pada 

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, 

serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagaimana 

diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap 

instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang 

dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). 

Penyusunan LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Sukabumi Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 
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Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen 

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Sukabumi Tahun 2025, dan Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-

2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi 

Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2025-2029. 

 

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN LKIP 

Maksud dari penyusunan LKIP Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Sukabumi Tahun 2025 adalah untuk 

menyampaikan kinerja organisasi Pemerintah Kota Sukabumi 

dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses 

pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.  

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 

2025 adalah sebagai berikut  :  

1. Sarana bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Sukabumi dalam menyampaikan pertanggungjawaban 

kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan atas 

pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan 

sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi; 

2. Bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah yang 

berisi informasi seputar capaian indikator kinerja dan 

hambatan pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun 

sebelumnya secara transparan, sistematik dan dapat 

dipertanggungjawabkan; 
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3. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya 

guna, berhasil guna, bersih, dan akuntabel serta mendorong 

tercapainya Good Governance;  

4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan 

atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis; dan 

5. Mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Sukabumi untuk dapat melaksanakan tugas umum 

pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, 

yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kota 

Sukabumi. 

 

1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 

Berdasarkan Peraturan Wali kota Sukabumi Tanggal 30 

Desember 2022 Nomor 149 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi adalah lembaga teknis 

daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Wali Kota, yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota 

melalui Sekretaris Daerah dalam bidang komunikasi, informatika, 

statistik, dan persandian.  

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, 

Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi: 

1.1. perumusan kebijakan bidang komunikasi, informatika, 

statistik, dan persandian; 

1.2. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi, informatika, 

statistik dan persandian; 

1.3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi, 

informatika, statistik, dan persandian; 
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1.4. pelaksanaan administrasi Dinas bidang komunikasi, 

informatika, statistik, dan persandian; dan 

1.5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

Adapun Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Sukabumi dapat disampaikan sebagai berikut : 

 

Gambar. 1. Struktur Organisasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi didukung oleh 

Sumber Daya Manusia dengan jumlah dan status kepegawaian 

serta tingkat pendidikan sebagaimana tercantum dalam tabel 1.1 

dan 1.2. 
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Tabel 1.1 

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Sukabumi 

PEGAWAI 2024 (Orang) 2025 (Orang) 

PNS 22 24 

THL 15 - 

TKS 9 4 

PPPK Penuh Waktu - 2 

PPPK Paruh Waktu - 17 

Jumlah 46 47 

Sumber : Diolah oleh Diskominfo 

 

Grafik 1.1 

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Sukabumi 

 

 

Gambaran umum tingkat pendidikan pegawai dilingkungan 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi yang berstatus 

PNS dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.  
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Tabel 1.2 

Tingkat Pendidikan PNS Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Sukabumi 

TINGKAT 

PENDIDIKAN 
2024 (Orang) 2025 (Orang) 

S3 1 - 

S2 9 8 

S1 8 13 

D3/Sarjana Muda 3 2 

SMA/Sederajat - - 

SMP 1 1 

SD - - 

Jumlah 22 24 

Sumber : Diolah oleh Diskominfo 

 

Grafik 1.2 

Tingkat Pendidikan PNS Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Sukabumi 

Ketersediaan sumber daya manusia tentunya sangat 

dominan dalam penyelenggaraan pelaksanaan organisasi. Dapat 
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disampaikan bahwa Pegawai pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Sukabumi Tahun 2025 berjumlah 47 Orang, 

dimana pegawai organik (ASN) berjumlah 24 Orang, PPPK Penuh 

Waktu 2 Orang, PPPK Paruh Waktu 17 Orang, dan masih terdapat 

Tenaga Kerja sukarela (TKS) berjumlah 4 Orang.  Tentunya jumlah 

ini bila dihubungkan dengan cakupan tugas pokok dan fungsi 

amatlah kurang, terlebih lagi bila dikaitkan dengan aspek 

kompetensi/spesifikasi keahlian maupun dengan latar belakang 

pendidikan. 

 

1.4. ISU STRATEGIS 

Isu strategis merupakan bagian penting yang menjabarkan 

fokus utama organisasi dalam menghadapi tantangan dan 

mendukung pencapaian visi-misi Kepala Daerah, berdasarkan 

identifikasi permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka isu 

strategisnya yang relevan dengan fenomena dan memiliki dampak 

jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan 

yaitu Transformasi Digital Pemerintahan melalui  Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang transparan, 

aman dan terintegrasi. Transformasi digital pemerintahan 

merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan pelayanan publik 

yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pemerintah 

Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 

tentang SPBE mendorong semua instansi pemerintah, termasuk 

pemerintah daerah, untuk menerapkan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE) secara menyeluruh dan terintegrasi. 

 

Di Kota Sukabumi, transformasi digital mulai dilakukan, 

terbukti dengan capaian indeks SPBE di tahun 2024 adalah 3.79 

dengan skor indeks SPBE maksimal 5, berdasarkan hal tersebut 

implementasi SPBE masih menghadapi berbagai tantangan teknis, 
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regulatif, dan kultural. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen 

bersama dan kebijakan yang tepat untuk mendorong SPBE yang 

transparan, aman, dan terintegrasi. 

 

Adapun dampak dari tidak terlaksananya Transformasi Digital 

Pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

(SPBE) yang transparan, aman dan terintegrasi diantaranya: 

 Layanan publik menjadi tidak efisien, tidak responsif, dan tidak 

terpusat. 

 Meningkatnya risiko kebocoran data akibat lemahnya sistem 

keamanan. 

 Rendahnya kepercayaan publik terhadap kualitas layanan 

digital pemerintah. 

 Tingginya biaya operasional akibat tumpang tindih sistem 

informasi. 

 Nilai Indeks SPBE tidak optimal dalam penilaian nasional. 
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BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 

2.1. RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA KOTA SUKABUMI TAHUN 2025-

2029 
 

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 260 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana 

pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem 

perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah Daerah harus 

menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 (dua puluh) 

tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

dan Rencana Strategis (Renstra) untuk pembangunan 5 (lima) 

tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk 

pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya 

dijabarkan ke dalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi 

yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil 

pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil 

(outcome) program Perangkat Daerah. Tujuan dan Sasaran Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan 

rumusan dari visi dan misi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-

2025, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan periode terakhir 
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RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 dan isu strategis aktual 

kota sukabumi  

 

Telaahan Visi dan Misi Pemerintah Daerah 

 Visi  

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 

diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi 

suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, 

cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses 

refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut 

oleh seluruh komponen stakehoders. Sesuai dengan arahan RPJPD 

Kota Sukabumi periode 2025-2045 bahwa pemerintah Kota 

Sukabumi akan mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. 

Adapun visi pemerintah Kota Sukabumi tahun 2025-2029 yaitu 

“Terwujudnya Masyarakat Kota Sukabumi yang Inovatif, 

Mandiri, Agamis, Nasionalis”. 

Penjelasan visi inovatif menekankan pentingnya kreativitas 

dan pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pelayanan publik. Kondisi ini akan tergambar dengan :   

- Terintegrasikannya teknologi terbaru dalam sistem 

pemerintahan dan pelayanan publik; 

- Diadopsinya metode baru untuk menyederhanakan 

birokrasi dan mempercepat pelayanan;  

- Berkembangnya ide-ide baru dari semua tingkatan 

pemerintahan dan masyarakat untuk solusi yang lebih 

baik;  Tersedianya pelatihan dan pendidikan yang relevan 

untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam 

teknologi dan inovasi; 

- Terciptanya lingkungan yang mendukung pengembangan 

produk, layanan, atau teknologi baru yang inovatif dan 

usaha kecil dengan berbagai akses ke sumber daya dan 

teknologi; dan 
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- Terjalinnya kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, 

dan lembaga penelitian dalam pengembangan solusi baru 

untuk masalah lokal. 

 

Mandiri berfokus pada kemampuan untuk berdiri sendiri 

tanpa terlalu bergantung pada pihak luar. Kondisi ini akan 

tergambar dengan: 

- Meningkatnya kewirausahaan lokal dan ekonomi kreatif; 

▪ Terkelolanya sumber daya alam dan manusia secara 

efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang tanpa 

mengandalkan bantuan eksternal;  

- Tersedianya pelatihan keterampilan dan dukungan 

untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam 

mengelola sumber daya dan memecahkan masalah 

secara mandiri; dan 

- Terfasilitasnya masyarakat untuk mengatasi tantangan 

secara efektif tanpa terlalu bergantung pada bantuan 

eksternal. 

 

Agamis berarti menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam 

pembuatan kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan. Kondisi ini 

akan tergambar dengan: 

- Disusunnya berbagai kebijakan yang sejalan dengan 

ajaran agama yang dianut oleh masyarakat;  

- Diterapkannya prinsip-prinsip etika dan moral yang 

diambil dari ajaran agama dalam tindakan dan 

keputusan pemerintah; 

- Dijaminnya kebebasan beragama dan terjaganya 

kerukunan antar umat beragama; 

- Terbangunnya dan terpeliharanya fasilitas ibadah serta 

terdukungnya kegiatan keagamaan yang positif; dan ▪ 
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- Berkembangnya perilaku yang sesuai dengan ajaran 

agama dalam interaksi sosial dan pelayanan publik. 

 

Nasionalis berfokus pada cinta tanah air dan kepentingan 

nasional. Kondisi ini tergambar dengan:  

- Ditempatkannya kepentingan negara di atas kepentingan 

pribadi atau kelompok tertentu;  

- Tergalangnya semangat persatuan dan kesatuan di 

antara seluruh rakyat untuk memperkuat identitas 

nasional; 

- Dipertahankannya dan dipromosikannya budaya serta 

tradisi lokal yang merupakan bagian dari kekayaan 

nasional; dan  

- Teredukasinya masyarakat tentang pentingnya Pancasila 

dan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

 Misi 

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya 

yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi. 

Rumusan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi untuk 

mencapai Visi “Terwujudnya Masyarakat Kota Sukabumi yang 

Inovatif, Mandiri, Agamis, dan Nasionalis” adalah 

1. Pengembangan sumber daya manusia dan keterampilan 

masyarakat berbasis vokasi serta peningkatan kualitas 

pelayanan kesehatan masyarakat. 

Pengembangan sumber daya manusia dan keterampilan 

masyarakat berbasis vokasi bertujuan untuk mempersiapkan 

warga kota dengan keterampilan praktis yang relevan dengan 

kebutuhan pasar kerja dan mempromosikan kesempatan kerja 

yang lebih baik. Adapun peningkatan kualitas pelayanan 

kesehatan masyarakat bertujuan untuk memastikan bahwa 
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setiap warga kota mendapatkan akses yang efektif, efisien, dan 

berkualitas terhadap layanan kesehatan. 

 

2. Pengamalan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan memperkuat 

toleransi, ketenteraman serta ketertiban umum. 

Pengamalan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya bertujuan 

untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan 

penuh rasa saling menghargai. Sikap saling menghargai dengan 

mempromosikan toleransi dan menghargai keberagaman yang 

ada BAB III – VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS 

PEMBANGUNAN DAERAH 213 di masyarakat tersebut akan 

memperkuat kohesi dan integrasi sosial. Hal ini didukung 

dengan upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum 

untuk menjaga kondusif kota dan juga untuk menjaga iklim 

investasi. 

3. Pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata 

Pengembangan ekonomi kreatif bertujuan untuk memanfaatkan 

potensi kreativitas dan inovasi dalam menciptakan peluang 

ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan 

memperkuat daya saing kota. Pengembangan ekonomi kreatif 

ini tidak lepas dari pengembangan pariwisata yang lebih 

diarahkan pada industri MICE (Meeting, Incentives, 

Conventions, Exhibitions). 

4. Peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur publik 

Peningkatan kualitas lingkungan hidup ditujukan agar prinsip 

keberlanjutan menjadi arus utama dalam pembangunan 

mengingat ancaman degradasi lingkungan dan perubahan iklim 

semakin nyata terjadi. Sementara itu, pengembangan 

infrastruktur ditujukan agar masyarakat memiliki akses yang 

adil terhadap kebutuhan dasar serta peluang untuk 

pengembangan kehidupan yang lebih baik. 
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5. Penguatan tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik 

berkualitas 

Penguatan tata kelola pemerintahan ditujukan untuk 

memastikan pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan 

didukung aparatur yang profesional, birokrasi yang transparan 

dan akuntabel, sistem pemerintahan berbasis digital, dan tata 

kelola yang inovatif. 

 

 Tujuan dan Sasaran 

Visi dan Misi RPJMD Kota Sukabumi 2025-2029 selanjutnya 

menjadi pedoman Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Sukabumi dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Dinas 

Komunikasi dan Informatika 2025-2029 agar arah kebijakan dan 

program pembangunan daerah dalam Renstra Dinas Komunikasi 

dan Informatika selaras dengan visi dan misi RPJMD Kota 

Sukabumi 2025-2029.  Adapun dalam misi tersebut, Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi mengemban misi 

nomor 5 (Lima) yakni misi “Penguatan tata kelola pemerintahan 

untuk pelayanan publik berkualitas”. 

Adapun hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

RPJMD 2025-2029 dengan Renstra Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Sukabumi Tahun 2025-2029, dapat dijelaskan 

pada Tabel 2.1 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025 

Tabel 2.1 

Matrik Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 

 

Visi :  

Terwujudnya Masyarakat Kota Sukabumi yang Inovatif, Mandiri, Agamis, Nasionalis 

Misi yang 

Relevan 

Tujuan Sasaran RPJMD Sasaran Dinas 

Uraian 
Indikator 

Kinerja 
Uraian 

Indikator 

Kinerja 
Uraian Indikator Kinerja 

Penguatan tata 

kelola 

pemerintahan 

untuk 

pelayanan 

publik 

berkualitas 

Terwujudnya 

tata kelola 

pemerintahan 

Kota 

Sukabumi 

yang adaptif 

dan inovatif 

Indeks 

Reformasi 

Birokrasi  

Terwujudnya 

tata kelola 

pemerintahan 

kota berbasis 

digital 

Indeks Sistem 

Pemerintahan 

Berbasis 

Elektronik (SPBE)  

Terwujudnya Reformasi Birokrasi  

Berdampak di Diskominfo 

Nilai Evaluasi Reformasi 

Birokrasi Diskominfo 

Meningkatnya diseminasi 

informasi publik dan partisipasi 

masyarakat dalam 

pembangunan 

Indeks keterbukaan 

Informasi Publik 

Meningkatnya kualitas 

pelayanan publik berbasis 

teknologi informasi 

Persentase Aplikasi 

Pemerintah yang Online 

dan Terintegrasi 

Meningkatnya kualitas 

pengelolaan data dan statistik 

sektoral daerah sebagai dasar 

pengambilan kebijakan 

Indeks Pembangunan 

Statistik (IPS) 
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Visi :  

Terwujudnya Masyarakat Kota Sukabumi yang Inovatif, Mandiri, Agamis, Nasionalis 

Misi yang 

Relevan 

Tujuan Sasaran RPJMD Sasaran Dinas 

Uraian 
Indikator 

Kinerja 
Uraian 

Indikator 

Kinerja 
Uraian Indikator Kinerja 

Terwujudnya sistem keamanan 

informasi pemerintah daerah 

yang andal dan terintegrasi 

Indeks Keamanan 

Informasi 

Sumber : Diolah oleh Diskominfo 

 

Sebagai perangkat daerah yang mendukung pencapaian sasaran tersebut, Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Sukabumi menetapkan beberapa sasaran strategis. Pertama, terwujudnya Reformasi 

Birokrasi berdampak di Diskominfo dengan indikator Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Diskominfo. Kedua, 

meningkatnya diseminasi informasi publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang diukur 

melalui Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Ketiga, meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis 

teknologi informasi dengan indikator persentase aplikasi pemerintah yang online dan terintegrasi. Keempat, 

meningkatnya kualitas pengelolaan data dan statistik sektoral daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan 

yang diukur melalui Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Kelima, terwujudnya sistem keamanan informasi 

pemerintah daerah yang andal dan terintegrasi dengan indikator Indeks Keamanan Informasi. 
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Dengan keterkaitan tersebut, peran strategis Diskominfo 

menjadi sangat penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan 

berbasis digital, transparan, akuntabel, serta didukung oleh sistem 

data dan keamanan informasi yang kuat guna mendukung 

terwujudnya visi pembangunan Kota Sukabumi. 

 

 Strategi  

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan 

program program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. 

Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika unutk periode 2025-

2029 adalah sebagai berikut  

1. Penyusunan roadmap transformasi digital daerah sesuai 

dengan arsitektur SPBE;  

2. Optimalisasi SuperApps untuk layanan publik yang terpadu; 

3. Pengembangan infrastruktur digital (peningkatan akses 

internet, pengembangan pusat data dan penguatan 

keterbukaan informasi publik); 

4. Peningkatan transparansi, akuntabilitas serta penguatan 

keamanan siber dan perlindungan data; 

5. Monitoring capaian dan perbaikan berkelanjutan. 

 

 Arah Kebijakan 

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang 

merupakan penjabaran NSPK dan arah Kebijakan RPJMD yang 

selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan 

sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika. Rumusan arah 

kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus 

serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus 

atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki 

kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan 

sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di 
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masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun 

selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka 

mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Arah kebijakan renstra Diskominfo Kota Sukabumi Tahun 2025-

2029 dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini. 

 

 

Tabel 2.2 

Arah Kebijakan Renstra  

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi 

Tahun 2025-2029 

NO OPERASIONAL NSPK  

ARAH 

KEBIJAKAN 

RPJMD 

ARAH KEBIJAKAN 

RENSTRA PD 

 

1 Peraturan Menpan RB Republik 

Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 

Tentang Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah 

Menerapkan 

teknologi terbaru 

untuk 

meningkatkan 

efisiensi 

operasional dan 

mempermudah 

akses layanan 

bagi masyarakat 

  

  

  

 Meningkatnya 

Akuntabilitas Kinerja 

di Diskominfo 

 

 

 

 Meningkatkan 

Penggunaan Aplikasi 

Informatika di 

Pemerintah 

 

 Meningkatkan 

jangkauan dan 

kualitas komunikasi 

publik pemerintah 

daerah 

 

 Meningkatkan 

kolaborasi, integrasi, 

dan standarisasi 

dalam 

penyelenggaraan 

Sistem Statistik 

Nasional (SSN) 

 

2 PermenKominfo No 4 Tahun 

2024 tentang Penyelenggaraan 

Urusan  Pemerintahan Konkuren 

Bidang Komunikasi dan 

Informatika 

 

3 PermenKominfo No 4 Tahun 

2024 tentang Penyelenggaraan 

Urusan  Pemerintahan Konkuren 

Bidang Komunikasi dan 

Informatika 

 

4 Peraturan Badan Pusat Statistik 

Nomor 4 Tahun 2019 Tentang 

Norma, Standar, Prosedur, Dan 

Kriteria Penyelenggaraan 

Statistik Sektoral Oleh 

Pemerintah Daerah  
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NO OPERASIONAL NSPK  

ARAH 

KEBIJAKAN 

RPJMD 

ARAH KEBIJAKAN 

RENSTRA PD 

 

5 Peraturan BSSN Nomor 10 

Tahun 2019 tentang 

Pelaksanaan Persandian Untuk 

Pengamanan Informasi di 

Pemerintah Daerah 

 Meningkatkan 

Keamanan Siber dan 

Sandi Lingkungan 

Pemerintah 
 

Sumber : Data di olah oleh Diskominfo 

Pada tabel ini menampilkan perumusan arah kebijakan 

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi dimana 

terdapat, 5 NSPK sesuai yang dikeluarkan oleh 

Kementerian/Lembaga terkait urusan yang ada di Diskominfo Kota 

Sukabumi, 1 arah kebijakan RPJMD dan 5 arah kebijakan Renstra 

PD. 

 

2.2. PERJANJIAN KINERJA 

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan 

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada 

pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui 

perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan 

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja 

terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta 

sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi 

pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, 

tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat 

kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja 

yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari 
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kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud 

kesinambungan kinerja setiap tahunnya. 

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Sukabumi Tahun 2025 dilakukan berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang  Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta dengan memperhatikan 

tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagaimana 

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 

32 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2025-2029.  

Perjanjian Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika Kota 

Sukabumi Tahun 2025 sebagai dasar bagi penyusunan Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Sukabumi Tahun 2025 disajikan Tabel 2.3 berikut 

ini : 

 

Tabel 2.3 

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 

No Sasaran Strategis 
Indikator 

Kinerja 
Target Satuan 

1 

Terwujudnya Reformasi 

Birokrasi  Berdampak di 

Diskominfo 

Nilai Evaluasi 

Reformasi 

Birokrasi 

Diskominfo 

Nilai 72,5 

2 

Meningkatnya diseminasi 

informasi publik dan 

partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan 

Indeks 

Keterbukaan 

Informasi Publik 

Persen 94,50 
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No Sasaran Strategis 
Indikator 

Kinerja 
Target Satuan 

3 

Meningkatnya kualitas 

pelayanan public berbasis 

teknologi informasi 

Persentase 

Aplikasi 

Pemerintah yang 

Online dan 

Terintegrasi 

Persen 21,4 

4 

Meningkatnya kualitas 

pengelolaan data dan 

statistik sektoral daerah 

sebagai dasar 

pengambilan kebijakan 

Indeks 

Pembangunan 

Statistik (IPS) 

Poin 2,85 

5 

Terwujudnya sistem 

keamanan informasi 

pemerintah daerah yang 

andal dan terintegrasi 

 

Indeks 

Keamanan 

Informasi 

Indeks 251 

Sumber : Diolah oleh Diskominfo 
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LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025 

BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan 

prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, 

pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan 

pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka 

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

Hal ini diperlukan untuk mencapai akuntabilitas kinerja yaitu 

perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan 

program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku 

kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur 

dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui 

laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap 

instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan kinerja. 

Atas dasar hal tesebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Sukabumi selaku pengemban amanah masyarakat Kota Sukabumi 

melaksanakan kewajiban akuntabilitas dengan menyajikannya 

melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2025. 
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LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2025 disusun 

berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta mengacu pada 

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 

2025-2029, Rencana Kerja Tahun 2025 dan APBD Kota Sukabumi 

Tahun 2025. Secara substantif,  Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Sukabumi Tahun 2025 merupakan sarana pelaporan kinerja dalam 

rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi 

pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran 

dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota guna 

mewujudkan Clean Government dan Good Governance. 

 

 

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Kinerja Pemerintah Kota Sukabumi diukur realisasinya 

berdasarkan tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang 

telah disusun dan disepakati dalam Perjanjian Kinerja Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2025 dan 

mekanismenya mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 
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LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025 

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara 

membandingkan target setiap IKU yang merupakan indikator dari 

Renstra dan sudah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 

dengan realisasi kinerjanya. Setelah dilakukan penghitungan akan 

diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya 

berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna 

mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di 

masa yang akan datang (performance improvement).
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LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025 

Tabel 3.1 
 

Capaian IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2025 

 

No Sasaran Indikator Kinerja Satuan 

Target 

Tahun 

2025 

Realisasi 

IKU Tahun 

2025 

Tingkat 

Capaian IKU 

2025 (%) 

Interpretasi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi  

Berdampak di Diskominfo 

Nilai Evaluasi Reformasi 

Birokrasi Diskominfo 

Nilai 72,5 78,4 108,1 Sangat Tinggi 

2 Meningkatnya diseminasi 

informasi publik dan partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan 

Indeks keterbukaan 

Informasi Publik 

Indeks 94,5 90,04 95.3 Sangat Tinggi 

3 Meningkatnya kualitas pelayanan 

publik berbasis teknologi informasi 

Persentase Aplikasi 

Pemerintah yang Online 

dan Terintegrasi 

Persen 21,4 61,33 286,6 Sangat Tinggi 

4 Meningkatnya kualitas 

pengelolaan data dan statistik 

sektoral daerah sebagai dasar 

pengambilan kebijakan 

Indeks Pembangunan 

Statistik (IPS) 

Poin 2,85 2,85 100 Sangat Tinggi 

5 Terwujudnya sistem keamanan 

informasi pemerintah daerah yang 

andal dan terintegrasi 

Indeks Keamanan 

Informasi 

Indeks 251 535 213 Sangat Tinggi 

Sumber : Diolah oleh Diskominfo
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LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025 

Berdasarkan tabel di atas secara umum, capaian kinerja 

Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 menunjukkan hasil 

yang sangat baik, dengan sebagian besar indikator kinerja utama 

(IKU) mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan 

1. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Diskominfo 

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Diskominfo ditargetkan 

sebesar 72,5 dan terealisasi sebesar 78,4 dengan kategori 

“Sangat Baik (BB)” mencapai 108,1 persen dengan 

interpretasi Sangat Tinggi. Capaian ini menunjukkan 

bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi telah berjalan 

efektif dan memberikan dampak nyata terhadap 

peningkatan tata kelola perangkat daerah. 
 

2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik 

Indeks Keterbukaan Informasi Publik ditargetkan sebesar 

94,5 dengan realisasi 90,04 (Informatif) atau tercapai 

95,3%. dengan interpretasi Sangat Tinggi, meskipun belum 

sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini 

terjadi karena pada Tahun 2025 dilakukan perubahan 

perhitungan penentuan indeks Keterbukaan Informasi 

Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi 

Jawa Barat. 

3. Aplikasi Pemerintahan Online dan Terintegrasi 

Persentase aplikasi pemerintah yang online dan terintegrasi 

ditargetkan sebesar 21,4%, dengan realisasi mencapai 

61,33% atau 286,6% dari target. Capaian ini menunjukkan 

hasil yang sangat tinggi (melampaui target). Keberhasilan 

ini mencerminkan percepatan transformasi digital 

pemerintahan, peningkatan integrasi sistem, serta 

komitmen dalam mendukung implementasi SPBE secara 

lebih optimal. 
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LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025 

4. Indek Pembangunan Statistik 

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) ditargetkan sebesar 

2,85 dan terealisasi sebesar 2,85 (100%). Nilai realisasi 

tersebut menggunakan data IPS tahun 2024 karena pada 

tahun 2025 tidak dilakukan penilaian oleh BPS RI. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengelolaan data sektoral telah 

berjalan sesuai dengan perencanaan. Koordinasi dengan 

perangkat daerah, pembinaan statistik sektoral, serta 

penguatan tata kelola data menjadi faktor pendukung 

utama tercapainya target ini. 

5. Indeks Keamanan Informasi 

Indeks Keamanan Informasi ditargetkan sebesar 251 

dengan realisasi sebesar 535 atau 213% dari target. 

Capaian ini berada pada kategori sangat tinggi 

(melampaui target). Hal ini menunjukkan peningkatan 

signifikan dalam penerapan manajemen keamanan 

informasi, penguatan tata kelola persandian, serta 

peningkatan kesadaran keamanan informasi di 

lingkungan pemerintah daerah. 
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LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025 

Tabel 3.2 

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 

 

No. Sasaran Indikator Kinerja 

2025 2024 Keterangan 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

1. 
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 
Diskominfo 

Nilai Sakip Diskominfo 
- - - 72 72,3 100,42 

Berdasarkan Renstra 
Diskominfo 2024-2026 

2. 

Terwujudnya Transformasi Digital 
melalui Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 

Indeks SPBE 

- - - 3 3,79 126,33 

3. 
Terwujudnya Reformasi Birokrasi  
Berdampak di Diskominfo 

Nilai Evaluasi Reformasi 
Birokrasi Diskominfo 

72,5 78,4 108,1 
- - - 

Berdasarkan Renstra 
Diskominfo 2025-2029 

4. 

Meningkatnya diseminasi 
informasi publik dan partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan 

Indeks keterbukaan 
Informasi Publik 

94,5 90,04 95.3 

- - - 

5. 

Meningkatnya kualitas 
pelayanan publik berbasis 
teknologi informasi 

Persentase Aplikasi 
Pemerintah yang Online 
dan Terintegrasi 

21,4 61,33 286,6 

- - - 

6. 

Meningkatnya kualitas 
pengelolaan data dan statistik 
sektoral daerah sebagai dasar 
pengambilan kebijakan 

Indeks Pembangunan 
Statistik (IPS) 

2,85 2,85 100 

- - - 

7. 

Terwujudnya sistem keamanan 
informasi pemerintah daerah 
yang andal dan terintegrasi 

Indeks Keamanan 
Informasi 

251 535 213 

- - - 

Sumber : Diolah oleh Diskominfo
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LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025 

 

Berdasarkan tabel di atas, terdapat perbedaan jumlah Target 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfo antara Tahun 2024 dan 

Tahun 2025. Perbedaan tersebut terjadi karena pada Tahun 2025 

dokumen perencanaan yang menjadi acuan adalah Renstra Tahun 

2025–2029, dan tidak lagi mengacu pada Renstra Tahun 2024–

2026. Pada Tahun 2024, Target IKU Diskominfo terdiri dari 2 

indikator kinerja. Sementara itu, pada Tahun 2025 jumlah Target 

IKU meningkat menjadi 5 indikator kinerja yang harus dipenuhi. 

Penambahan jumlah indikator ini merupakan penyesuaian 

terhadap arah kebijakan dan sasaran strategis dalam dokumen 

perencanaan yang baru. Selain itu, pada Tahun 2025 Indeks SPBE 

tidak lagi menjadi IKU Diskominfo, melainkan ditetapkan sebagai 

IKU Kepala Daerah sesuai dengan RPJMD Tahun 2025–2029.  

Pengukuran indikator pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 

menunjukkan kesinambungan arah kebijakan serta peningkatan 

kualitas tata kelola di lingkungan Diskominfo sesuai dokumen 

perencanaan yang berlaku. Pada Tahun 2024, sasaran 

“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Diskominfo” diukur melalui 

indikator Nilai SAKIP Diskominfo. Berdasarkan Rencana Diskominfo 

Tahun 2024–2026, target sebesar 72 berhasil direalisasikan sebesar 

72,3 atau mencapai 100,42 persen. Capaian ini menunjukkan 

bahwa sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan efektif dan 

mampu melampaui target yang ditetapkan. 

Masih pada Tahun 2024, sasaran “Terwujudnya 

Transformasi Digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik” dengan indikator Indeks SPBE ditargetkan sebesar 3 

dan terealisasi sebesar 3,79 atau 126,33 persen. Capaian ini 

menunjukkan percepatan implementasi Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE) yang melampaui ekspektasi kinerja. 
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LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025 

Memasuki Tahun 2025, pengukuran kinerja mengacu pada 

Renstra Diskominfo Tahun 2025–2029. Pada sasaran “Terwujudnya 

Reformasi Birokrasi Berdampak di Diskominfo”, indikator Nilai 

Evaluasi Reformasi Birokrasi Diskominfo ditargetkan sebesar 72,5 

dan terealisasi sebesar 78,4 atau 108,1 persen. Hal ini 

menunjukkan penguatan tata kelola dan implementasi reformasi 

birokrasi yang semakin berdampak. 

Sasaran “Meningkatnya diseminasi informasi publik dan 

partisipasi masyarakat dalam Pembangunan” diukur melalui Indeks 

Keterbukaan Informasi Publik. Dari target 94,5, realisasi mencapai 

90,04 atau 95,3 persen. Meskipun belum sepenuhnya memenuhi 

target, capaian ini tetap menunjukkan kinerja yang tinggi dalam 

mendorong transparansi informasi publik. 

Pada sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik 

berbasis teknologi informasi”, indikator Persentase Aplikasi 

Pemerintah yang Online dan Terintegrasi menunjukkan capaian 

yang sangat signifikan. Dari target 21,4 persen, realisasi mencapai 

61,33 persen atau 286,6 persen. Hal ini mencerminkan akselerasi 

integrasi layanan digital dan optimalisasi pemanfaatan teknologi 

informasi dalam pelayanan publik. 

Selanjutnya, pada sasaran “Meningkatnya kualitas 

pengelolaan data dan statistik sektoral daerah sebagai dasar 

pengambilan kebijakan”, indikator Indeks Pembangunan Statistik 

(IPS) mencapai target yang ditetapkan, yaitu 2,85 dengan tingkat 

capaian 100 persen. Capaian ini menunjukkan konsistensi dalam 

penguatan tata kelola data sektoral sebagai dasar kebijakan 

berbasis bukti. 
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DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025 

Terakhir, pada sasaran “Terwujudnya sistem keamanan 

informasi pemerintah daerah yang andal dan terintegrasi”, indikator 

Indeks Keamanan Informasi ditargetkan sebesar 251 dan terealisasi 

sebesar 535 atau 213 persen. Capaian ini menunjukkan penguatan 

signifikan dalam sistem keamanan informasi pemerintah daerah 

sebagai fondasi transformasi digital yang aman dan berkelanjutan. 

Secara keseluruhan, capaian Tahun 2024 dan 2025 

menunjukkan tren kinerja yang sangat positif, baik dalam aspek 

akuntabilitas, transformasi digital, reformasi birokrasi, 

keterbukaan informasi, integrasi aplikasi, pengelolaan data, 

maupun keamanan informasi. Hal ini mencerminkan konsistensi 

pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dokumen perencanaan 

serta komitmen terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan 

yang efektif, transparan, dan berbasis teknologi informasi. 
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LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025 

Tabel 3.3 

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Akhir Renstra 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 

Target IKU 

Tahun 

2025 

Realiasai 

IKU Tahun 

2025 

Capaian 

2025 (%) 
Interpretasi 

Target 

Akhir 

Renstra 

(2029) 

Tingkat 

Kemajuan 

1 Terwujudnya Reformasi 

Birokrasi  Berdampak di 

Diskominfo 

Nilai Evaluasi Reformasi 

Birokrasi Diskominfo 

Nilai 72,5 78,4 108,1% Sangat Tinggi 74,5 105,2% 

2 Meningkatnya diseminasi 

informasi publik dan 

partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan 

Indeks keterbukaan 

Informasi Publik 

Indeks 94,5 90,04 95.3% Sangat Tinggi 95 94,78% 

3 Meningkatnya kualitas 

pelayanan publik berbasis 

teknologi informasi 

Persentase Aplikasi 

Pemerintah yang Online 

dan Terintegrasi 

Persen 21,4 61,33 286,6% Sangat Tinggi 40 153,33% 

4 Meningkatnya kualitas 

pengelolaan data dan 

statistik sektoral daerah 

sebagai dasar pengambilan 

kebijakan 

Indeks Pembangunan 

Statistik (IPS) 

Poin 2,85 2,85 100% Sesuai Target 2,95 96,61% 
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DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 

Target IKU 

Tahun 

2025 

Realiasai 

IKU Tahun 

2025 

Capaian 

2025 (%) 
Interpretasi 

Target 

Akhir 

Renstra 

(2029) 

Tingkat 

Kemajuan 

5 Terwujudnya sistem 

keamanan informasi 

pemerintah daerah yang 

andal dan terintegrasi 

Indeks Keamanan 

Informasi 

Indeks 251 535 213% Sangat Tinggi 459 116,56% 

Sumber : Diolah oleh Diskominfo 

 

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan target akhir Renstra, secara umum 

menunjukkan progres yang sangat baik. Sebagian indikator bahkan telah melampaui target akhir Renstra pada 

tahun pertama pelaksanaannya. 

Indikator Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi telah mencapai 105,2% dari target akhir Renstra. Persentase 

Aplikasi Pemerintah yang Online dan Terintegrasi menunjukkan capaian sangat signifikan, yaitu 153,33% dari 

target akhir. Demikian pula Indeks Keamanan Informasi telah melampaui target akhir dengan capaian 116,56%. 

Sementara itu, Indeks Keterbukaan Informasi Publik telah mencapai 94,78% dari target akhir Renstra dan 

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) mencapai 96,61%, yang menunjukkan bahwa keduanya berada pada jalur 

yang tepat menuju pencapaian sasaran akhir. 
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Secara keseluruhan, kinerja Tahun 2025 mencerminkan tingkat kemajuan yang tinggi dan memberikan 

fondasi yang kuat untuk pencapaian target Renstra secara berkelanjutan hingga tahun 2029 

 

Tabel. 3.4 

Capaian IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2025 

serta perbandingan terhadap Capaian Tingkat Nasional Tahun 2025 

 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Realisasi 

Tahun 2025 

Standar 

Nasional 
% Capaian 

1. Terwujudnya reformasi birokrasi  

berdampak di Diskominfo 

Nilai Evaluasi Reformasi 

Birokrasi Diskominfo 

78,4 - - 

2. Meningkatnya diseminasi informasi 

publik dan partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan 

Indeks keterbukaan Informasi 

Publik 

90,04 66,43 136% 

3 Meningkatnya kualitas pelayanan 

publik berbasis teknologi informasi 

Persentase Aplikasi 

Pemerintah yang Online dan 

Terintegrasi 

61,33 - - 

4 Meningkatnya kualitas pengelolaan 

data dan statistik sektoral daerah 

sebagai dasar pengambilan 

kebijakan 

Indeks Pembangunan Statistik 

(IPS) 

2,85 - - 
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No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Realisasi 

Tahun 2025 

Standar 

Nasional 
% Capaian 

5 Terwujudnya sistem keamanan 

informasi pemerintah daerah yang 

andal dan terintegrasi 

Indeks Keamanan Informasi 535 - - 

Sumber : Diolah oleh Diskominfo 

 

Berdasarkan perbandingan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025, Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Sukabumi menunjukkan kinerja yang kompetitif, khususnya pada indikator yang memiliki 

pembanding tingkat nasional. Pada sasaran Meningkatnya diseminasi informasi publik dan partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan, indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik terealisasi sebesar 90,04, lebih tinggi 

dibandingkan capaian nasional sebesar 66,43. Dengan demikian, capaian Diskominfo Kota Sukabumi mencapai 

136% terhadap standar nasional, yang menunjukkan kinerja keterbukaan informasi publik berada di atas rata-

rata nasional. 

Sementara itu, untuk indikator Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Diskominfo, Persentase Aplikasi 

Pemerintah yang Online dan Terintegrasi, Indeks Pembangunan Statistik (IPS), dan Indeks Keamanan Informasi, 

tidak tersedia data pembanding standar nasional pada tabel tersebut. Namun demikian, capaian internal Tahun 

2025 menunjukkan hasil yang positif dan mencerminkan penguatan tata kelola, transformasi digital, pengelolaan 

data sektoral, serta sistem keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. 
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Tabel 3.5 

Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2024  Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi dan 

Implementasi Rencana Akhir 
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Tabel 3.6 

Analisis Efisiensi Atas Sumber Daya Tahun 2025 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

CAPAIAN 
IKU (%) 

EFEKTIF/ 
TIDAK 

EFEKTIF 

PAGU 
ANGGARAN 

 (Rp.) 

REALISASI 
ANGGARAN 

(Rp.) 

REALISASI 
EFISIEN 

(%) 

EFISIEN/ 

TIDAK 

EFISIEN 

BIDANG 
PENGAMPU 

Terwujudnya 

reformasi 

birokrasi  

berdampak di 

Diskominfo 

Nilai Evaluasi 

Reformasi 

Birokrasi 

Diskominfo 

72,5 78,4 108,1% Efektif 
5.952.576.992 

 

5.909.166.908 

 

99,27 

 

0,73 Efisien Sekretariat 

Meningkatnya 

diseminasi 

informasi 

publik dan 

partisipasi 

masyarakat 

dalam 

pembanguna

n 

Indeks 

keterbukaan 

Informasi 

Publik 

94,5 90,04 95.3% 
Tidak 

Efektif 

                   

485.185.000  

 

                   

462.803.652  

 

95,39 

 

4,61 Efisien Bidang IKP 

Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan 

publik 

berbasis 

teknologi 

informasi 

Persentase 

Aplikasi 

Pemerintah 

yang Online 

dan 

Terintegrasi 

21,4 61,33 286,6% Efektif 
                   

239.799.500  

 

                   

238.637.000  

 

99,52 

 

0,48 Efisien 
Bidang 

Aptika 
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Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

CAPAIAN 
IKU (%) 

EFEKTIF/ 
TIDAK 

EFEKTIF 

PAGU 
ANGGARAN 

 (Rp.) 

REALISASI 
ANGGARAN 

(Rp.) 

REALISASI 
EFISIEN 

(%) 

EFISIEN/ 

TIDAK 

EFISIEN 

BIDANG 
PENGAMPU 

Meningkatnya 

kualitas 

pengelolaan 

data dan 

statistik 

sektoral 

daerah 

sebagai dasar 

pengambilan 

kebijakan 

Indeks 

Pembanguna

n Statistik 

(IPS) 

2,85 2,85 100% Efektif 
30.229.000 

 

30.009.000 

 

99,27 

 

0,73 Efisien 
Bidang 

Stadiksi 

Terwujudnya 

sistem 

keamanan 

informasi 

pemerintah 

daerah yang 

andal dan 

terintegrasi 

Indeks 

Keamanan 

Informasi 
251 535 213% Efektif 

                     

68.333.850  

 

                     

66.938.023  

 

97,96 

 

2,04 Efisien 
Bidang 

Stadiksi 

 Sumber : Diolah oleh Diskominfo 
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 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif 

Solusi 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, secara 

umum seluruh indikator menunjukkan tingkat efisiensi 

anggaran yang baik, dengan realisasi anggaran rata-rata di atas 

95% dan kategori efisien. Dari sisi efektivitas, sebagian besar 

indikator tergolong efektif, meskipun terdapat satu indikator 

yang belum mencapai target. 

 

1. Keberhasilan dan Peningkatan Kinerja 

a. Reformasi Birokrasi (Sekretariat) 

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi mencapai 108,1% 

(efektif) dengan realisasi anggaran 99,27% (efisien). 

Keberhasilan ini dipengaruhi oleh penguatan tata kelola 

internal, peningkatan kualitas perencanaan dan 

pelaporan kinerja, serta komitmen pimpinan dalam 

implementasi reformasi birokrasi. 

Alternatif solusi yang dilakukan : monitoring berkala, 

penguatan eviden dukung evaluasi, dan peningkatan 

koordinasi lintas bidang. 

 

b. Pelayanan Publik Berbasis TI (Bidang Aptika) 

Persentase aplikasi online dan terintegrasi mencapai 

286,6% (efektif) dengan efisiensi anggaran 99,52%. 

Capaian yang melampaui target disebabkan oleh 

percepatan integrasi sistem dan optimalisasi infrastruktur 

TIK. 

Alternatif solusi yang dilakukan: penyusunan roadmap 

integrasi aplikasi, penguatan arsitektur SPBE, serta 

peningkatan kapasitas SDM teknis. 
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c. Pengelolaan Data Statistik (Bidang Stadiksi) 

Indeks Pembangunan Statistik mencapai 100% (efektif) 

dengan efisiensi 99,27%. Keberhasilan ini didukung oleh 

peningkatan koordinasi data sektoral dan pembinaan 

statistik sektoral perangkat daerah. 

Alternatif solusi yang dilakukan: standardisasi metadata, 

forum satu data, dan peningkatan kualitas validasi data. 
 

d. Keamanan Informasi (Bidang Stadiksi) 

Indeks Keamanan Informasi mencapai 213% (efektif) 

dengan efisiensi 97,96%. Peningkatan signifikan 

dipengaruhi oleh penguatan tata kelola keamanan 

informasi dan penerapan pengendalian risiko sistem 

elektronik. 

Alternatif solusi yang dilakukan: audit keamanan 

informasi, peningkatan maturitas keamanan, dan 

penguatan kebijakan internal. 

 

2. Kendala dan Upaya Perbaikan 

a. Diseminasi Informasi Publik (Bidang IKP) 

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) mencapai 

95,3% dan dikategorikan belum efektif meskipun realisasi 

anggaran efisien (95,39). Kondisi ini dipengaruhi oleh 

adanya perubahan metode perhitungan serta penyesuaian 

aspek penilaian yang ditetapkan oleh Komisi Informasi 

Provinsi Jawa Barat, sehingga mempengaruhi hasil 

evaluasi capaian Tahun 2025. 

Sebagai alternatif solusi, akan dilakukan rekomendasi 

penyesuaian target IKIP pada Tahun 2026 agar selaras 

dengan metodologi dan kriteria penilaian terbaru, disertai 

dengan penguatan strategi peningkatan kualitas layanan 

informasi publik. 
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Tabel. 3.7 

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan 

Pernyataan Kinerja Tahun 2025 

 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
% 

Capaian 

Program/Kegiatan 

Keberhasilan 
% Capaian 

Menunjang/ 

Tidak Menunjang 

1. Terwujudnya reformasi birokrasi  

berdampak di Diskominfo 

Nilai Evaluasi 

Reformasi Birokrasi 

Diskominfo 

108,1 Program Penunjangan 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

108,1% Menunjang 

2. Meningkatnya diseminasi 

informasi publik dan partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan 

Indeks keterbukaan 

Informasi Publik 

95.3% Program Pengelolaan 

Informasi dan 

Komunikasi Publik 

101% Menunjang 

3 Meningkatnya kualitas pelayanan 

publik berbasis teknologi informasi 

Persentase Aplikasi 

Pemerintah yang 

Online dan 

Terintegrasi 

286,6% Program Pengelolaan 

Aplikasi Informatika 

75% Menunjang 

4 Meningkatnya kualitas 

pengelolaan data dan statistik 

sektoral daerah sebagai dasar 

pengambilan kebijakan 

Indeks Pembangunan 

Statistik (IPS) 

100% Program 

Penyelenggaraan 

Statistik Sektoral 

100% Menunjang 

5 Terwujudnya sistem keamanan 

informasi pemerintah daerah yang 

andal dan terintegrasi 

Indeks Keamanan 

Informasi 

213% Program 

Penyelenggaraan 

Persandian untuk 

Pengamanan Informasi 

100% Menunjang 

Sumber : Diolah oleh Diskominfo
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Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 pada 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi di dukung oleh 

lima program. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kota Sukabumi untuk menunjang Sasaran 1 yaitu: 

1. Program Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 

 

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Sukabumi untuk menunjang Sasaran 2 yaitu: 

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 

a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
 

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Sukabumi untuk menunjang Sasaran 3 yaitu: 

1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 

a. Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota 

 

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Sukabumi untuk menunjang Sasaran 4 yaitu: 

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 
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a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup 

Daerah Kabupaten/Kota 
 

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Sukabumi untuk menunjang Sasaran 5 yaitu : 

1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan 

Informasi 

a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengemanan 

Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  

b. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar 

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 

 

 Program/Kegiatan  Responsif Gender 

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Sukabumi untuk menunjang implementasi 

pengarusutamaan gender yaitu : 

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 

a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

Sub Kegiatan pengelolaan media komunikasi publik melui 

penguatan program Komunitas Informasi Masyarakat. 

 

Dalam rangka mendukung implementasi Pengarusutamaan 

Gender (PUG), kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 

dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan dan 

keadilan gender. Program ini memberikan ruang partisipasi yang 

setara bagi laki-laki dan perempuan dalam proses diseminasi 

informasi, peningkatan literasi digital, serta penguatan peran 

masyarakat dalam pembangunan.  
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Melalui kegiatan pembinaan dan penguatan kapasitas KIM, 

Diskominfo mendorong keterlibatan aktif perempuan baik sebagai 

pengelola, narasumber, maupun agen informasi di tingkat 

masyarakat. Selain itu, materi sosialisasi dan literasi informasi juga 

diarahkan untuk menjangkau kelompok perempuan, dan 

organisasi kemasyarakatan perempuan. 
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Tabel 3.8 

Analisis Efisiensi Atas Sumber Daya Tahun 2025 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

CAPAIAN 
IKU (%) 

EFEKTIF/ 
TIDAK 

EFEKTIF 

PAGU 
ANGGARAN 

 (Rp.) 

REALISASI 
ANGGARAN 

(Rp.) 

REALISASI 
EFISIEN 

(%) 

EFISIEN/ 

TIDAK 

EFISIEN 

BIDANG 
PENGAMPU 

Terwujudnya 

reformasi 

birokrasi  

berdampak di 

Diskominfo 

Nilai Evaluasi 

Reformasi 

Birokrasi 

Diskominfo 

72,5 78,4 108,1% Efektif 
5.952.576.992 

 

5.909.166.908 

 

99,27 

 

0,73 Efisien Sekretariat 

Meningkatnya 

diseminasi 

informasi 

publik dan 

partisipasi 

masyarakat 

dalam 

pembanguna

n 

Indeks 

keterbukaan 

Informasi 

Publik 

94,5 90,04 95.3% 
Tidak 

Efektif 

                   

485.185.000  

 

                   

462.803.652  

 

95,39 

 

4,61 Efisien Bidang IKP 

Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan 

publik 

berbasis 

teknologi 

informasi 

Persentase 

Aplikasi 

Pemerintah 

yang Online 

dan 

Terintegrasi 

21,4 61,33 286,6% Efektif 
                   

239.799.500  

 

                   

238.637.000  

 

99,52 

 

0,48 Efisien 
Bidang 

Aptika 
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Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

CAPAIAN 
IKU (%) 

EFEKTIF/ 
TIDAK 

EFEKTIF 

PAGU 
ANGGARAN 

 (Rp.) 

REALISASI 
ANGGARAN 

(Rp.) 

REALISASI 
EFISIEN 

(%) 

EFISIEN/ 

TIDAK 

EFISIEN 

BIDANG 
PENGAMPU 

Meningkatnya 

kualitas 

pengelolaan 

data dan 

statistik 

sektoral 

daerah 

sebagai dasar 

pengambilan 

kebijakan 

Indeks 

Pembanguna

n Statistik 

(IPS) 

2,85 2,85 100% Efektif 
30.229.000 

 

30.009.000 

 

99,27 

 

0,73 Efisien 
Bidang 

Stadiksi 

Terwujudnya 

sistem 

keamanan 

informasi 

pemerintah 

daerah yang 

andal dan 

terintegrasi 

Indeks 

Keamanan 

Informasi 
251 535 213% Efektif 

                     

68.333.850  

 

                     

66.938.023  

 

97,96 

 

2,04 Efisien 
Bidang 

Stadiksi 

 Sumber : Diolah oleh Diskominfo 
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Berdasarkan realisasi anggaran dan capaian kinerja Tahun 

2025, pengelolaan sumber daya pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Sukabumi secara umum tergolong efisien. Seluruh 

sasaran strategis menunjukkan tingkat penyerapan anggaran di 

atas 95% dari pagu yang ditetapkan. 

Indikator Nilai Reformasi Birokrasi, Persentase aplikasi 

pemerintah online terintegrasi, Indeks Pembangunan statistik dan 

Indeks Keamanan Informasi. menunjukkan capaian kinerja yang 

efektif dengan realisasi anggaran antara 97,96% hingga 99,52%, 

sehingga mencerminkan keselarasan antara efektivitas kinerja dan 

efisiensi penggunaan anggaran. 

Adapun pada sasaran Diseminasi Informasi Publik, 

meskipun capaian kinerja belum sepenuhnya efektif, realisasi 

anggaran tetap berada pada kategori efisien (95,39%). Hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah dilakukan 

secara hemat dan terkendali, meskipun masih diperlukan 

optimalisasi strategi untuk meningkatkan hasil kinerja. 

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan 

Tahun 2025 telah didukung oleh pemanfaatan anggaran yang 

efisien serta pengendalian belanja yang baik, sehingga mampu 

mendukung pencapaian sasaran strategis secara optimal. 

 

3.2 REALISASI ANGGARAN 

Pada Tahun 2025, Penyerapan Anggaran APBD Dinas 

Komunikasi dan Informatika baik Belanja Operasi Maupun Belanja 

Modal  menunjukan  capaian  yang “SANGAT TINGGI”. Adapun 

Anggaran belanja langsung Dinas Komunikasi dan Informatika 

berdasarkan Penetapan APBD Perubahan Tahun 2025 berjumlah 

Rp. 6.776.124.342,-. Akan tetapi sejalan dengan operasionalisasi di 
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lapangan, terdapat perubahan atau penyesuaian alokasi anggaran 

yang bertujuan untuk peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan 

Informatika. Adapun rekapitulasi realisasi anggaran belanja 

langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 per 31 

Desember 2025 adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 3.9 

Realisasi Anggaran 2025 

URAIAN SATUAN JUMLAH 

PAGU ANGGARAN Rp. 6.776.124.342  

REALISASI ANGGARAN Rp. 6.707.554.583  

SELISIH ANGGARAN Rp. 68.569.759  

TINGKAT CAPAIAN % 98.99 

TINGKAT EFISIENSI % 1.01 
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Tabel 3.10 

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025 

 

No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi % Capaian Nama Program 

Pagu 

Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 

% 

Realisasi 

Tingkat 

Efisiensi 

a b c d e F=e/d*100 g h i j k=100-j 

1 Terwujudnya 

reformasi 

birokrasi  

berdampak di 

Diskominfo 

Nilai Evaluasi 

Reformasi 

Birokrasi 

Diskominfo 

72,5 78,4 108,1 Program 

Penunjangan 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

5.952.576.992 
 

5.909.166.908 
 

99,27 
 

0,73 

2 Meningkatnya 

diseminasi 

informasi 

publik dan 

partisipasi 

masyarakat 

dalam 

pembangunan 

Indeks 

keterbukaan 

Informasi 

Publik 

94,5 90,04 95.3 Program 

Pengelolaan 

Informasi dan 

Komunikasi 

Publik 

485.185.000  
 

462.803.652  
 

95,39 
 

4,61 

3 Meningkatnya 

kualitas 

Persentase 

Aplikasi 

21,4 61,33 286,6 Program 

Pengelolaan 

239.799.500  
 

238.637.000  
 

99,52 
 

0,48 
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No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi % Capaian Nama Program 

Pagu 

Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 

% 

Realisasi 

Tingkat 

Efisiensi 

a b c d e F=e/d*100 g h i j k=100-j 

pelayanan 

publik 

berbasis 

teknologi 

informasi 

Pemerintah 

yang Online 

dan 

Terintegrasi 

Aplikasi 

Informatika 

4 Meningkatnya 

kualitas 

pengelolaan 

data dan 

statistik 

sektoral 

daerah 

sebagai dasar 

pengambilan 

kebijakan 

Indeks 

Pembangunan 

Statistik (IPS) 

2,85 2,85 100 Program 

Penyelenggaraan 

Statistik 

Sektoral 

30.229.000 
 

30.009.000 
 

99,27 
 

0,73 

5 Terwujudnya 

sistem 

keamanan 

Indeks 

Keamanan 

Informasi 

251 535 213 Program 

Penyelenggaraan 

Persandian 

68.333.850  
 

66.938.023  
 

97,96 
 

2,04 
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No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi % Capaian Nama Program 

Pagu 

Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 

% 

Realisasi 

Tingkat 

Efisiensi 

a b c d e F=e/d*100 g h i j k=100-j 

informasi 

pemerintah 

daerah yang 

andal dan 

terintegrasi 

untuk 

Pengamanan 

Informasi 

Sumber : Diolah oleh Diskominfo 

 

Analisis efektivitas dan efisiensi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Sukabumi Tahun 2025 dilakukan untuk melihat sejauh mana sumber daya yang digunakan 

cukup efisien untuk mencapai target kinerja sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Suatu kinerja dikatakan 

efektif apabila target kinerjanya tercapai, sedangkan suatu sumber daya dikatakan efisien apabila masih terdapat 

sisa anggaran yang tidak terserap dalam pencapaian kinerja yang efektif.  
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Tabel 3.11 

Analisis Realisasi Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2025 

 

No. Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Anggaran 
Tingkat 

Efisiensi Target Realisasi 
% 

Capaian 
Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) 

% 

Capaian 

1 Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

72,5% 
 

78,4% 108,1% 5.952.576.992 
 

5.909.166.908 
 

99,27% 
 

0,73 

2 Program Pengelolaan Informasi dan 

Komunikasi Publik 

90% 
 

91% 
 

101% 485.185.000  
 

462.803.652  
 

95,39% 
 

4,61 

3 Program Pengelolaan Aplikasi 

Informatika  

95% 
 

70,97% 75% 239.799.500  
 

238.637.000  
 

99,52% 
 

0,48 

4 Program Penyelenggaraan Statistik 

Sektoral 

100% 
 

100% 
 

100% 30.229.000 
 

30.009.000 
 

99,27% 
 

0,73 

5 Program Penyelenggaraan 

Persandian untuk Pengamanan 

Informasi 

77% 
 

77% 100% 68.333.850  
 

66.938.023  
 

97,96% 
 

2,04 

TOTAL 6.776.124.342  
 

6.707.554.583  
 

98,99 8,5 
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Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, total 

anggaran sebesar Rp6.776.124.342 terealisasi Rp6.707.554.583 

atau 98,99%, dengan tingkat efisiensi kumulatif sebesar 8,5%. 

Secara umum, pelaksanaan program berjalan efektif dan anggaran 

dikelola secara terkendali tanpa melampaui pagu yang ditetapkan. 

 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota mencapai kinerja 108,1% dari target 

dengan realisasi anggaran 99,27% dan efisiensi 0,73%. Hal ini 

menunjukkan program berjalan efektif serta mampu 

mencapai target dengan penggunaan anggaran yang relatif 

hemat. 

 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 

mencapai kinerja 101% dari target dengan realisasi anggaran 

95,39% dan efisiensi 4,61%. Hal ini menunjukkan program 

berjalan efektif serta mampu mencapai target dengan 

penggunaan anggaran yang relatif hemat. 

 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika mencapai 75% 

dari target dengan realisasi anggaran 99,52% dan efisiensi 

0,48%. Meskipun serapan anggaran tinggi, capaian kinerja 

belum optimal sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut. 

 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral mencapai 

100% dari target dengan realisasi anggaran 99,27% dan 

efisiensi 0,73%. Program ini terlaksana sesuai rencana dan 

menunjukkan keselarasan antara penggunaan anggaran dan 

capaian kinerja. 

 Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan 

Informasi mencapai 100% dari target dengan realisasi 

anggaran 97,96% dan efisiensi 2,04%. Hal ini menunjukkan 

pelaksanaan program efektif dengan pengelolaan anggaran 

yang efisien. 
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Secara keseluruhan, sebagian besar program telah mencapai 

atau melampaui target kinerja dengan tingkat serapan anggaran 

yang tinggi dan tetap efisien. Namun demikian, peningkatan 

kualitas perencanaan dan pengendalian diperlukan pada Program 

Pengelolaan Aplikasi Informatika agar capaian kinerja lebih sejalan 

dengan tingkat penggunaan anggaran. 
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BAB IV 
 PENUTUP  

4.1. KESIMPULAN 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2025 disusun 

sebagai bentuk pertanggungjawaban Wali Kota Sukabumi berkaitan 

dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2025 sebagai 

bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun 

berikutnya. Laporan ini menggambarkan hasil evaluasi kinerja 

dengan fokus pada sasaran yang ditetapkan pada Renstra Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2025. yang 

berupa analisis dan pengukuran kinerja terhadap pencapaian 

Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan hasil analisis yang 

telah dilakukan terhadap capaian IKU Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Sukabumi Tahun 2025, diperoleh beberapa hal 

yang dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Secara umum rata-rata capaian IKU Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Sukabumi tahun 2025 adalah 173,7% 

(seratus tiga belas koma tiga puluh delapan persen). 5 

indikator Kinerja Utama (IKU) yang dimiliki oleh Dinas 

Komunikasi dan Informatika memiliki tingkat capaian 

kinerja 91%≤100 (lebih dari atau sama dengan sembilan 

puluh satu persen) sehingga diinterpretasikan ke dalam 

kategori kinerja SANGAT TINGGI. 

2. Realisasi Pagu Anggaran tahun anggaran 2025 adalah 

sebesar Rp. 6.707.554.583,- (enam milyar tujuh ratus tujuh 

juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan 

puluh tiga rupiah) dengan tingkat capaian sebesar 98,99% 

(sembilan puluh delapan koma sembilan puluh sembilan 

persen)  dari   target   yang   telah   ditetapkan   sebesar  Rp. 
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6.776.124.342,- (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh enam 

juta seratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh 

dua rupiah). Dan memiliki efisiensi Anggaran sebesar 1,01% 

(nol koma delapan puluh delapan persen). 

 

4.2. RENCANA TINDAK LANJUT 

Pada Tahun 2025 merupakan masa transisi untuk dokumen 

perencanaan, dimana pada 2025 murni terdapat 2 (dua) IKU yang 

telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Sukabumi Tahun 2025 sesuai dengan Renstra 

Diskominfo Tahun 2024-2026, namun pada perubahan 2025 IKU 

berubah menjadi 5 (lima), hal ini dikarenakan adanya penyesuaian 

dengan Renstra Diskominfo2025-2029. Sehingga yang menjadi 

fokus capaian pada dokumen LKIP ini merupakan data berdasarkan 

Renstra Diskominfo 2025-2029. 

 Pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas 

Komunikasi dan Informatika sebagai Perangkat Daerah pada tahun 

2025 ada beberapa kendala dan permasalahan yang dapat 

disimpulkan sebagai berikut :  

1. Adanya transisi perubahan dokumen perencanaan yang 

mempengaruhi indikator kinerja dan target capaian 

kinerja tahun berjalan. 

2. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki 

sertifikat khusus terkait denga tupoksi yang ada di Dinas 

Komunikasi dan Informatika.  

3. Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua sub 

kegiatan prioritas dapat dilaksanakan sehingga 

mengurangi daya ungkit terhadap pencapaian indikator 

program.  
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4. Belum optimalnya pemenuhan akses internet pada 

Perangkat Daerah di Kota Sukabumi 

5. Penetapan target Indeks Keterbukaan Informasi Publik 

(IKIP) Tahun 2025 sebesar 94,50 tergolong tinggi 

dibandingkan capaian Tahun 2024 sebesar 90,96. Serta 

adanya perubahan mekanisme dan indikator penilaian 

oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat  

6. Kualitas data sektoral Perangkat Daerah yang tidak 

akurat, tidak lengkap dan tidak konsisten dapat 

mempengaruhi keputusan yang diambil. 

7. Belum optimalnya keamanan data informasi dan 

integrasi 

Dari kendala/permasalahan yang dihadapi tersebut, 

diperlukan strategi-strategi untuk mengatasi sebagai upaya 

peningkatan kinerja di tahun berikutnya, sebagai berikut :  

1. Melaksanakan reviu target kinerja secara periodik untuk 

menjaga relevansi dan keterukuran capaian serta 

mendokumentasikan perubahan indikator sebagai 

bagian dari manajemen perubahan  

2. Menyusun peta kebutuhan kompetensi (competency 

mapping) berdasarkan analisis jabatan dan analisis 

beban kerja serta Mendorong pola knowledge sharing 

internal bagi pegawai yang telah tersertifikasi. 

3. Menerapkan efisiensi belanja operasional dan 

mengalihkan pada kegiatan yang mendukung indikator 

utama. 

4. Melakukan pemetaan kebutuhan bandwidth dan 

kualitas jaringan pada seluruh Perangkat Daerah serta 

menjalin kerja sama dengan penyedia layanan internet 

(ISP) untuk mendapatkan skema layanan yang lebih 

efisien. 
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5. Penyesuaian strategi dan penguatan tata kelola informasi 

publik serta rekomendasi peninjauan kembali target IKIP 

pada tahun mendatang agar lebih realistis dan adaptif 

6. Menguatkan peran walidata dan produsen data dalam 

memastikan kualitas data. 

7. Meningkatkan sarana prasarana SPBE dan melakukan 

audit keamanan sistem secara berkala. 

 

 Rekomendasi Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2024 yang 

dilaksanakan pada Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan 

Informatika, yaitu : 

1. Melengkapi indikator kinerja yang ditetapkan dengan 

formulasi perhitungan dan definisi operasional. 

2. Menyempurnakan penyusunan laporan kinerja dengan 

data yang memadai, diantaranya dengan melampirkan 

sumber data yang telah di verifikasi dan divalidasi oleh 

yang berwenang. 

3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas seluruh 

rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja baik 

internal maupun eksternal yang telah diberikan untuk 

dapat di tindak lanjuti. 

 

Jawaban :  

1. Mengadakan rapat-rapat internal untuk melengkapi 

perhitungan indikator kinerja dengan formulasi 

operasional definisi yang jelas.  

2. Membahas perhitungan indikator kinerja dengan 

formulasi operasional definisi dengan mengadakan rapat 

internal dinas. 

3. Melaksanakan monev rekomendasi hasil evalusi 

akuntabilitas kinerja baik internal dan eksternal yang 

dilakanakan oleh Kepala Dinas.  
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 Demikian Laporan Kinerja Instasi Pemerintah (LKIP) Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi Tahun 2025, disusun 

sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi 

untuk peningkatan kinerja selanjutnya. 

 

 

 

 

 
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

KOTA SUKABUMI, 

Ir. Hj. ENDAH ARUNI, M.T. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19670709 199703 2 005 

Sukabumi, 27 Februari 2026 



 

Lampiran 



 

 

 

 

 

 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 





























































































































































 

 

 

 

 

 

 

BUKTI DUKUNG IKU 2025 



2025 2026 2027 2028 2029 2030

Terwujudnya Reformasi Birokrasi  

Berdampak di Diskominfo

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi 

Diskominfo
Nilai 72,5 73 73,5 74 74,5 75

Alat ukur yang digunakan untuk menilai 

sejauh mana upaya reformasi birokrasi 

telah berhasil dilaksanakan di  

pemerintah daerah. Semakin tinggi nilai 

IRB, semakin baik pengelolaan tata 

pemerintahan, semakin bersih dari KKN, 

dan semakin berkualitas pelayanan 

publik yang diberikan. 

berdasarkan hasil evaluasi 

Reformasi Birokrasi Perangkat 

Daerah melalui aplikasi SURABI  

Sekretariat Daerah

Meningkatnya diseminasi informasi publik 

dan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan

Indeks keterbukaan Informasi 

Publik 
Indeks 94,50 94,7 94,9 95 95 95

ukuran yang menggambarkan sejauh 

mana prinsip keterbukaan informasi 

publik dilaksanakan oleh badan publik 

sesuai dengan amanat Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik

berdasarkan hasil evaluasi Komisi 

Informasi Provinsi Jawa Barat

Komisi Informasi Provinsi

Meningkatnya kualitas pelayanan publik 

berbasis teknologi informasi

Persentase Aplikasi Pemerintah 

yang Online dan Terintegrasi
Persen 21,4 25 30 35 40 50

Aplikasi layanan publik yang dapat 

diakses kapan dan dimana saja, serta 

memiliki keterhubungan sistem dan 

sinkronisasi data

Jumlah Aplikasi Online dan 

Terintegrasi dibagi Total layanan 

dikali 100%

Diskominfo Kota Sukabumi

Meningkatnya kualitas pengelolaan data 

dan statistik sektoral daerah sebagai 

dasar pengambilan kebijakan

 Indeks Pembangunan Statistik 

(IPS) 
Poin 2,85 2,85 2,85 2,95 2,95 3

ukuran yang digunakan untuk 

merepresentasikan tingkat kematangan 

dan kualitas penyelenggaraan statistik 

sektoral di suatu daerah  yang hasilnya 

diperoleh dari proses Evaluasi 

Penyelenggaraan Statistik Sektoral 

(EPSS)

Berdasarkan hasil evaluasi dari BPS 

RI

BPS

Terwujudnya sistem keamanan informasi 

pemerintah daerah yang andal dan 

terintegrasi

 Indeks Keamanan Informasi Indeks 251 456 457 458 459 460

Instrumen untuk melakukan asesmen 

dan evaluasi tingkat kesiapan 

(Kelengkapan dan Kematangan) 

penerapan keamanan informasi 

berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001

Berdasarkan SNI ISO/IEC 

27001:202

indeks KAMI v5.0 

Diskominfo Kota Sukabumi

Ir. Hj. ENDAH ARUNI, M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670709 199703 2 005

IKU (DEFINISI OPERASIONAL, PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025-2030

TARGET 
Definisi Operasional Sumber Data

Sukabumi,    Oktober 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA SUKABUMI,

SASARAN INDIKATOR SATUAN Perhitungan



Catatan :  
✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” 
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE, BSSN. 
✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://simponi.sukabumikota.go.id, kode: ODYYMMM2  

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI 

SEKRETARIAT DAERAH 
Jalan R. Syamsudin, SH. No. 25 kota Sukabumi Kode Pos 43113 Provinsi Jawa Barat 

Telp. 0266-221123 – 221125 Fax. 0266-221125 Ext. 150 

Website : sukabumikota.go.id 

 

 

  Sukabumi, 24 Februari 2026 

Nomor : B/000.8.6.2/SDI.18/ORG/2026  

Sifat : Penting   

Lampiran : 2 (Dua) Berkas   

Perihal : Nilai Akhir Pengukuran Indeks 

Reformasi Birokrasi Perangkat 

Daerah Pemerintah Daerah  Kota 

Sukabumi Tahun 2025 

 

 

Yth.         Daftar Terlampir 

         di 

       S U K A B U M I 

Disampaikan dengan hormat, sesuai dengan Surat Edaran Wali Kota Sukabumi 

Nomor B/000.8.6.2/SE.1726/1.15/2025 tanggal 04 September 2025 tentang “Pedoman 

Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Terintegrasi di Pemerintah 

Kota Sukabumi Tahun 2025”, setelah dilakukan verifikasi Akhir oleh Tim Evaluasi Internal 

Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah Kota Sukabumi Tahun 

2025, telah ditetapkan Nilai Akhir Hasil Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) 

Perangkat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam lampiran II surat 

ini. 

 

Demikian kami sampaikan, kiranya Saudara dapat menindaklanjutinya dan menjadi 

bahan perhatian seluruh jajaran di masing-masing perangkat daerah. Atas perhatiannya kami 

ucapkan terima kasih. 

 

    SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI, 
   

 

 

 
 
 
 
 

Tembusan Kepada : 

1. Yth. Wali Kota Sukabumi (Sebagai Laporan); 

http://simponi.sukabumikota.go.id/


Catatan :  
✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” 
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE, BSSN. 
✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://simponi.sukabumikota.go.id, kode: ODYYMMM2  

Lampiran I   

Nomor Surat : B/000.8.6.2/SDI.18/ORG/2026 

Tanggal Surat : 24 Februari 2026 

Perihal : Nilai Akhir Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat 
Daerah Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 

 
DAFTAR PERANGKAT DAERAH 

 

1. Sekretariat Daerah Kota Sukabumi; 

2. Sekretariat DPRD Kota Sukabumi; 

3. Inspektorat Daerah Kota Sukabumi; 

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi; 

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi; 

6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Sukabumi; 

7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi; 

8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi; 

9. Dinas Kesehatan Kota Sukabumi; 

10. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sukabumi; 

11. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak Kota Sukabumi; 

12. Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi; 

13. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi; 

14. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Sukabumi; 

15. Dinas Perhubungan Kota Sukabumi; 

16. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Sukabumi; 

17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi; 

18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

19. Dinas Sosial Kota Sukabumi; 

20. Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi; 

21. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi; 

22. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi; 

23. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi; 

24. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi; 

25. Kecamatan Cikole Kota Sukabumi; 

26. Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi; 

27. Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi; 

28. Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi; 

29. Kecamatan Baros Kota Sukabumi; 
 
 

http://simponi.sukabumikota.go.id/


Catatan :  
✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” 
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE, BSSN. 
✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://simponi.sukabumikota.go.id, kode: ODYYMMM2  

30. Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi; dan 

31. Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi. 

 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI, 

 
 
 
 
 
  
 

http://simponi.sukabumikota.go.id/
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✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” 
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Lampiran II   

Nomor Surat : B/000.8.6.2/SDI.18/ORG/2026 

Tanggal Surat : 24 Februari 2026 

Perihal : Nilai Akhir Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 
2025 

 
NILAI AKHIR PENGUKURAN INDEKS REFORMASI BIROKRASI (IRB) PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH     

                                                   DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2025 

A. LINGKUP SEKRETARIAT/INSPEKTORAT/DINAS/BADAN 

 
 
 

 
No 

 

 
Perangkat 

Daerah 

 

 
Indeks     

  RB 

 

 
Capaian 

Kinerja 

PD 

 

 
TLHP 

BPK 

RI 

 

 
TLHP 

APIP 

 
 

LRA 

APBD 

 
 

 
Nilai 
SKM 

 
Nilai 

Peman

faatan 

Sistem 

PBJ 

 

 
IP 

ASN 

 
 

 
SP4N- 
LAPOR 

 
 

 
Kepatu

han 
P3DN 

 
 

 
Nilai 
SAKI

P 

 

 
 

ZI 

 

 

Indeks 

BERAK

HLAK 

 

 
Digitalis

asi 

Arsip 

 

 
    Nolai  

     IPP 

 

 
 

IKK 

 

Nilai 

Kualitas 

Penyusu

nan 

Produk 

Hukum 

 

 

 

SPBE 

 

 

Penyelen

ggaraan 

statistik 

Sektoral 

 

 
Tingkat 

kemata

ngan  

PD 

 

 
Capaian 

IKU 

Pembang

unan 

 

 
Inovasi 

Praktek 

Baik 

 
 

Strategi 
Penangana

n Isu 
Aktual 

1 Sekretariat 
Daerah 

81 93,04 33,0 82,0 98,18 79,10 98,83 75,0 100 97,75 73,50 46,99 58,07 73,85 57,0 81,38 100 67,33 83,50 90,91 99,55 93,00 100 

2 
Badan 

Pengelolaan 

Keuangan 

dan 

Pendapatan 

Daerah 

79,24 99,46 60,0 62,50 98,70 95,10 82,07 70,0 100 90,11 70,65 48,52 59,27 55,50 88,0 55,19 85,0 79,0 78,75 85,45 92,0 93,0 95,0 

3 
Inspektorat 78,4 98,38 100 100 98,60 91,60 84,17 86,00 100 90,22 73,10 20,0 52,74 68,04 52,0 54,13 100 55,67 42,50 83,64 100 79,0 95,0 

 
4 

Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika 

78,4 98,68 100 68,0 98,99 91,60 70,83 91,0 100 81,98 72,30 20,0 57,16 69,76 79,0 33,0 42,0 88,0 94,25 87,27 100 86,0 95,0 

5 
Badan 

Perencanaa

n 

Pembangun

an Daerah 

77,68 94,35 89,0 100 99,0 92,30 76,0 90,0 100 87,75 67,70 20,0 60,97 69,22 70,0 26,19 56,0 45,67 87,50 97,73 98,50 86,0 100 
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No 

 

 
Perangkat 

Daerah 

 

 
Indeks     

  RB 

 

 
Capaian 

Kinerja 

PD 

 

 
TLHP 

BPK 

RI 

 

 
TLHP 

APIP 

 
 

LRA 

APBD 

 
 

 
Nilai 
SKM 

 
Nilai 

Peman

faatan 

Sistem 

PBJ 

 

 
IP 

ASN 

 
 

 
SP4N- 
LAPOR 

 
 

 
Kepatu

han 
P3DN 

 
 

 
Nilai 
SAKI

P 

 

 
 

ZI 

 
 

Indeks 

BERAK

HLAK 

 

 
Digitalis

asi 

Arsip 

 

 
    Nolai  

     IPP 

 

 
 

IKK 

 

Nilai 

Kualitas 

Penyusu

nan 

Produk 

Hukum 

 
 

 

SPBE 

 

 

Penyelen

ggaraan 

statistik 

Sektoral 

 

 
Tingkat 

kemata

ngan  

PD 

 

 
Capaian 

IKU 

Pembang

unan 

 

 
Inovasi 

Praktek 

Baik 

 
 

Strategi 
Penangana

n Isu 
Aktual 

6 
Dinas 

Kependudu

kan dan 

Pencatatan 

Sipil 

77,59 99,78 100 100 99,13 95,10 70,10 51,0 100 90,23 77,60 84,18 41,11 50,10 94,0 0 28,0 55,67 80,0 90,91 100 100 100 

7 
Dinas 

Penanaman 

Modal dan 

Pelayanan 

Terpadu 

Satu Pintu 

76,99 92,84 100 100 97,49 93,0 80,27 57,0 100 88,92 70,20 47,77 60,43 56,49 81,0 10,0 56,0 54,0 80,0 85,45 90,0 93,0 100 

8 
Dinas 

Pengendali

an 

Penduduk 

Keluarga 

Berencana 

dan 

Pemberday

aan 

Perempuan 

Perlindunga

n Anak 

76,23 92,97 100 75,0 98,31 93,70 79,97 85,0 100 91,25 76,05 20,0 58,50 57,11 79,0 24,44 56,0 52,33 88,75 89,09 96,50 93,0 70,0 

9 
Badan 

Kepegawai

an dan 

Pengemban

gan SDM 

75,92 91,12 100 100 98,08 90,20 75,50 76,0 100 69,30 70,95 20,0 61,66 55,99 82,0 0 70,0 55,67 83,75 89,09 100 86,0 95,0 

10 
Dinas 

Koperasi, 

Usaha 

Mikro, 

Perindustria

n, dan 

Perdaganga

n 

75,81 90,22 100 77,50 95,45 82,50 69,33 60,0 98,50 80,35 65,75 20,0 62,63 69,93 47,0 67,19 85,0 55,67 77,50 87,27 100 86,0 90,0 

11 
Dinas 

Ketahanan 

Pangan, 
75,80 96,65 100 100 97,61 81,60 75,63 60,0 70,0 87,09 77,90 20,0 56,42 68,77 89,0 23,63 70,0 55,67 53,75 90,91 100 93,0 100 
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No 

 

 
Perangkat 

Daerah 

 

 
Indeks     

  RB 

 

 
Capaian 

Kinerja 

PD 

 

 
TLHP 

BPK 

RI 

 

 
TLHP 

APIP 

 
 

LRA 

APBD 

 
 

 
Nilai 
SKM 

 
Nilai 

Peman

faatan 

Sistem 

PBJ 

 

 
IP 

ASN 

 
 

 
SP4N- 
LAPOR 

 
 

 
Kepatu

han 
P3DN 

 
 

 
Nilai 
SAKI

P 

 

 
 

ZI 

 
 

Indeks 

BERAK

HLAK 

 

 
Digitalis

asi 

Arsip 

 

 
    Nolai  

     IPP 

 

 
 

IKK 

 

Nilai 

Kualitas 

Penyusu

nan 

Produk 

Hukum 

 
 

 

SPBE 

 

 

Penyelen

ggaraan 

statistik 

Sektoral 

 

 
Tingkat 

kemata

ngan  

PD 

 

 
Capaian 

IKU 

Pembang

unan 

 

 
Inovasi 

Praktek 

Baik 

 
 

Strategi 
Penangana

n Isu 
Aktual 

Pertanian 

dan 

Perikanan 

12 
Badan 

Penanggula

ngan 

Bencana 

Daerah 

74,48 92,25 100 50,0 99,35 91,60 70,33 50,0 100 87,92 61,10 20,0 56,93 41,75 42,0 64,44 100 55,67 88,75 92,73 100 73,0 100 

13 
Badan 

Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik 

74,33 97,58 100 100 94,19 88,10 66,20 78,0 75,0 84,99 74,25 20,0 59,18 50,48 69,0 10,0 42,0 49,0 90,0 87,27 100 100 100 

14 
Dinas 

Pendidikan 

dan 

Kebudayaa

n 

73,52 97,83 70,0 54,0 98,05 80,90 82,30 77,50 80,75 92,30 71,10 48,57 66,88 57,11 89,0 38,31 0,0 52,33 72,01 92,73 95,75 100 100 

15 Dinas 

Kesehatan 72,63 94,22 63,0 80,77 95,85 90,20 69,33 71,50 100 67,03 79,25 83,69 61,11 43,04 76,0 10,0 100 49,0 51,25 96,36 95,33 26,0 95,0 

16 Dinas 

Sosial 69,67 90,53 100 57,0 96,86 86,70 64,97 86,0 65,0 84,91 71,50 20,0 65,75 69,63 78,0 0,0 42,0 63,33 52,50 89,09 83,0 66,0 100 

17 
Dinas 

Perpustaka

an dan 

Arsip 

Daerah 

68,35 93,23 100 50,0 97,97 93,0 54,33 69,0 64,50 64,40 75,35 20,0 52,57 78,10 60,0 38,25 14,0 52,33 78,25 89,09 98,33 86,0 75,0 

18 
Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Tata Ruang 

67,02 94,69 54,0 72,0 94,71 77,60 91,27 37,0 35,0 97,21 65,80 20,0 60,86 55,18 54,0 23,13 86,0 52,33 33,75 90,91 100 79,0 100 

19 
Dinas 

Kepemudaa

n, 

Olahraga, 

dan 

Pariwisata 

66,81 98,22 100 50,0 98,16 78,70 77,67 59,00 82,25 86,18 54,25 20,0 56,36 58,63 66,0 0,0 0,0 49,0 65,36 89,09 100 86,0 95,0 
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No 

 

 
Perangkat 

Daerah 

 

 
Indeks     

  RB 

 

 
Capaian 

Kinerja 

PD 

 

 
TLHP 

BPK 

RI 

 

 
TLHP 

APIP 

 
 

LRA 

APBD 

 
 

 
Nilai 
SKM 

 
Nilai 

Peman

faatan 

Sistem 

PBJ 

 

 
IP 

ASN 

 
 

 
SP4N- 
LAPOR 

 
 

 
Kepatu

han 
P3DN 

 
 

 
Nilai 
SAKI

P 

 

 
 

ZI 

 
 

Indeks 

BERAK

HLAK 

 

 
Digitalis

asi 

Arsip 

 

 
    Nolai  

     IPP 

 

 
 

IKK 

 

Nilai 

Kualitas 

Penyusu

nan 

Produk 

Hukum 

 
 

 

SPBE 

 

 

Penyelen

ggaraan 

statistik 

Sektoral 

 

 
Tingkat 

kemata

ngan  

PD 

 

 
Capaian 

IKU 

Pembang

unan 

 

 
Inovasi 

Praktek 

Baik 

 
 

Strategi 
Penangana

n Isu 
Aktual 

20 
Satuan 

Polisi 

Pamong 

Praja dan 

Pemadam 

Kebakaran 

66,64 92,49 100 100 98,94 78,30 61,06 76,0 83,75 82,14 75,95 20,0 58,66 57,85 44,0 30,25 0,0 44,67 80,0 89,09 100 93,0 0,0 

21 
Dinas 

Lingkungan 

Hidup 
65,83 94,99 100 90,0 98,29 94,40 75,23 76,50 80,0 85,50 74,45 20,0 47,70 57,90 51,0 0,0 14,0 42,33 56,25 92,73 89,0 73,0 35,0 

22 Sekretariat 

DPRD 62,94 99,45 50,0 78,0 98,42 97,90 63,83 40,0 42,50 84,75 64,55 20,0 62,88 52,23 44,0 10,0 0,0 49,0 61,25 90,91 100 79,0 95,0 

23 
Dinas 

Perhubunga

n 
61,56 95,96 33,0 82,50 97,65 76,20 77,73 80,0 100 73,60 62,35 20,0 65,98 54,85 59,0 0,0 0,0 52,33 40,56 90,91 98,60 93,0 0,0 

24 
Dinas 

Tenaga 

Kerja 
53,52 92,37 100 56,25 98,92 77,60 56,87 41,0 100 82,92 70,90 20,0 60,58 41,71 47,0 0,0 0,0 49,0 25,0 87,27 70,0 0,0 0,0 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

B. LINGKUP KECAMATAN 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
No 

 

 
Perangkat 

Daerah 

 

 
Indek 

s RB 

 

 
Capaian 

Kinerja 

PD 

 

 
TLHP 

BPK 

RI 

 

 
TLHP 

APIP 

 

 

LRA 

APB

D 

 

 

 
Nilai 
SKM 

 

Nilai 

Pema

nfaat

an 

Siste

m 

PBJ 

 

 
IP 

ASN 

 

 

 
SP4N

- 
LAPO

R 

 

 

 
Kepatu

han 
P3DN 

 

 

 
Nilai 

SAKIP 

 

 
 

ZI 

 

Inde

ks 

BER

AK

HLA

K 

 

 
Digital

isasi 

Arsip 

 

 
     

SPBE 

 

 
 

KADA

RKUM 

 

Nilai 

Realisasi 

Kinerja 

PBB 

Sektor 

Perkotaan 

Perdesaan 

 

 

Tingkat 

kematan

gan  PD 

 

 

Evaluasi 

Sinergitas 

Kecamatan 

 

 

 

Capaian 

EVDESKEL 

 

 
 

IPP 

Kecamatan 

1 
Kecamatan 

Citamiang 
82,62 99,75 100 100 99,01 98,60 63,30 85,0 77,25 87,61 73,25 89,35 64,25 55,78 60,0 71,0 100 87,27 91,0 91,0 56,0 

2 
Kecamatan 

Gunung Puyuh 
80,52 99,59 100 100 98,81 89,50 68,50 74,0 78,75 80,25 71,85 48,26 64,33 57,11 73,30 71,0 100 89,09 91,0 91,0 72,5 

3 
Kecamatan 

Lembursitu 
71,4 98,10 100 100 99,05 90,90 74,80 74,0 81,25 80,76 69,25 20,0 61,76 54,86 60,0 71,0 100 89,09 96,0 96,0 60,0 

http://simponi.sukabumikota.go.id/


Catatan :  
✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” 
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE, BSSN. 
✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://simponi.sukabumikota.go.id, kode: ODYYMMM2  

4 
Kecamatan 

Cikole 
76,49 93,26 100 93,0 98,88 93,70 78,07 67,0 100 90,89 69,80 48,05 56,54 38,46 60,0 14,0 100 89,09 89,0 89,0 61,0 

5 
Kecamatan 

Baros 
75.47 95,29 100 100 97,81 75,50 73,60 74,0 83,75 89,29 66,70 20,0 60,84 42,04 60,0 28,0 98,27 87,27 93,0 93,0 71,0 

6 
Kecamatan 

Cibeureum 
72,87 93,67 100 100 98,85 92,30 67,14 68,0 81,25 87,50 75,15 20,0 57,13 42,78 60,0 0 84,35 87,27 95,0 95,0 52,0 

7 
Kecamatan 
Warudoyong 

72,38 99,73 100 75,0 99,21 94,40 64,93 84,0 83,75 80,17 66,70 20,0 55,11 49,51 60,0 28,0 100 89,09 87,0 87,0 24,0 
 
 
 

 

Keterangan : 

Kategori Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah 

Kategori Lambang Nilai 

Istimewa AA  > 90 - 100 

Memuaskan A > 80 - 90 

Sangat Baik BB > 70 - 80 

Baik B > 60 - 70 

Cukup Baik CC > 50 - 60 

Kurang Baik C > 40 - 50 

Tidak Baik D 0 - 40 

 

 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI, 
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KEPUTUSAN  

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT  

NOMOR : 006/SK/KI-JBR/XI/2025 

TENTANG 

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  

PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2025 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT, 

Menimbang : a. bahwa guna mengetahui pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan 
Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada 
Badan Publik; 

b. bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi 
Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah selesai 
dilaksanakan dan dihasilkan kualifikasi yang menjadi tolak 
ukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Badan 
Publik;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan 
Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 
tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan 
Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025. 

Mengingat : a. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4846); 

b. Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);  

c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang 
Standar Layanan Informasi Publik; 

d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik; 

e. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, 
Partisipasi, dan Akuntabilitas (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Nomor 11 Seri E). 
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f. Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 
Nomor 004/KEP/KI-JBR/V/2025 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi 
Pada Badan Publik di Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. 

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tanggal 25 

November 2025. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan        : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA 

BARAT TENTANG HASIL MONITORING DAN EVALUASI 

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK 

TAHUN 2025. 

KESATU : Menetapkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan 

informasi publik pada Badan Publik tahun 2025, yang 

dilaksanakan berdasarkan prinsip terukur, obyektif, akuntabel, 

partisipatif, transparan, dan berkelanjutan. 

KEDUA : Hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik 

sebagaimana pada Diktum KESATU terdiri dari 5 kategori Badan 

Publik yang telah dikualifikasikan berdasarkan tolok ukur yang 

dihasilkan dari setiap tahapan pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi keterbukaan informasi publik sebagaimana tecantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan Ketua Komisi ini. 

KETIGA : Keputusan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi 

publik merupakan kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa 

Barat dan tidak dapat diganggu gugat. 

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di  : Bandung  
Pada tanggal  : 25 November 2025 

 



 

 

 
 

Sekretariat: Jalan Turangga No 25 Bandung-40263 | Telp/faks: (022) 735 116 56 |  
email: kipjabar@jabarprov.go.id/ kipjabar@gmail.com 

 

Lampiran  : Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat  
  Nomor    : 006/SK/KI-JBR/XI/2025 
  Tentang  : Hasil Monitoring Dan Evaluasi 

Keterbukaan Informasi Publik  

Pada Badan Publik Tahun 2025 

 
HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  

PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2025 

1. PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN 

NO NAMA BADAN PUBLIK NILAI KATEGORI 

1 Pemerintah Kabupaten Karawang 100 INFORMATIF 

2 Pemerintah Kabupaten Sumedang  
100 

INFORMATIF 

3 Pemerintah Kabupaten Bandung 99,2 INFORMATIF 

4 Pemerintah Kota Bekasi 98,6 INFORMATIF 

5 Pemerintah Kota Bandung 
98,5 

INFORMATIF 

6 Pemerintah Kota Depok 98,42 INFORMATIF 

7 Pemerintah Kota Bogor 97,3 INFORMATIF 

8 Pemerintah Kota Cimahi 96,86 INFORMATIF 

9 Pemerintah Kota Banjar 94,96 INFORMATIF 

10 Pemerintah Kabupaten Pangandaran 93,88 INFORMATIF 

11 Pemerintah Kabupaten Purwakarta 91,6 INFORMATIF 

12 Pemerintah Kota Cirebon 91,4 INFORMATIF 

13 Pemerintah Kabupaten Kuningan 91 INFORMATIF 

14 Pemerintah Kabupaten Bekasi 90,24 INFORMATIF 

15 Pemerintah Kabupaten Ciamis 90,12 INFORMATIF 

16 Pemerintah Kota Sukabumi 90,04 INFORMATIF 

17 Pemerintah Kabupaten Subang 90 INFORMATIF 
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18 Pemerintah Kabupaten Majalengka 90 INFORMATIF 

19 Pemerintah Kabupaten Cirebon 90 INFORMATIF 

20 Pemerintah Kota Tasikmalaya 78 CUKUP INFORMATIF 

21 Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya 71,8 CUKUP INFORMATIF 

22 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat 71,08 CUKUP INFORMATIF 

23 Pemerintah Kabupaten Garut 70,48 CUKUP INFORMATIF 

24 Pemerintah Kabupaten Bogor 69,32 CUKUP INFORMATIF 

25 Pemerintah Kabupaten Cianjur 67,96 CUKUP INFORMATIF 

26 Pemerintah Kabupaten Indramayu 67,32 CUKUP INFORMATIF 

27 Pemerintah Kabupaten Sukabumi 42,68 KURANG INFORMATIF 

2. PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT 

NO NAMA BADAN PUBLIK NILAI KATEGORI 

1 Badan Pendapatan Daerah Provinsi 
Jawa Barat 100 INFORMATIF 

2 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Provinsi Jawa Barat 99,86 INFORMATIF 

3 
Dinas Komunikasi dan Informatika 

Provinsi Jawa Barat 99,6 INFORMATIF 

4 
Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Provinsi Jawa Barat 99,2 INFORMATIF 

5 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Barat 99 INFORMATIF 

6 
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 

Provinsi Jawa Barat 98,8 
INFORMATIF 

7 Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat 
98,74 INFORMATIF 

8 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Provinsi Jawa Barat 98,74 
INFORMATIF 

9 
Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa 

Barat 98,34 
INFORMATIF 

10 
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Daerah Provinsi Jawa Barat 98 INFORMATIF 
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11 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 
97,54 

INFORMATIF 

12 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat 97,46 INFORMATIF 

13 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat 
97,4 

INFORMATIF 

14 
Dinas Ketahanan Pangan dan 

Peternakan Provinsi Jawa Barat 97,2 INFORMATIF 

15 Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat 
96,4 

INFORMATIF 

16 
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Jawa Barat 96,2 
INFORMATIF 

17 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Provinsi Jawa Barat 96,14 
INFORMATIF 

18 
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Jawa Barat 95,48 
INFORMATIF 

19 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, dan Keluarga 

Berencana Provinsi Jawa Barat 
94,46 INFORMATIF 

20 
Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Provinsi Jawa Barat 94,3 
INFORMATIF 

21 
Dinas Perumahan dan Permukiman 

Provinsi Jawa Barat 94,2 INFORMATIF 

22 
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi 

Jawa Barat 91,74 INFORMATIF 

23 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 
90,28 

INFORMATIF 

24 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah DPRD Provinsi Jawa Barat 90 INFORMATIF 

25 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Provinsi Jawa Barat 77,92 CUKUP INFORMATIF 

26 Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat 
77,52 CUKUP INFORMATIF 

27 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Provinsi Jawa Barat 75 CUKUP INFORMATIF 

28 
Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Provinsi Jawa Barat 72,4 
CUKUP INFORMATIF 

29 Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat 
72 CUKUP INFORMATIF 
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30 
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang 

Provinsi Jawa Barat 70,8 CUKUP INFORMATIF 

31 
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa 

Barat 70,32 CUKUP INFORMATIF 

32 Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 
65,64 

CUKUP INFORMATIF 

33 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Provinsi Jawa Barat 61,88 CUKUP INFORMATIF 

34 Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat 
55,32 KURANG INFORMATIF 

35 
Badan Penelitian dan Pengembangan 

Daerah Provinsi Jawa Barat 51,8 
KURANG INFORMATIF 

36 Rumah Sakit Umum Daerah Welas Asih 
51,28 KURANG INFORMATIF 

37 
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Jawa Barat 36 
TIDAK INFORMATIF 

38 
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 

Jawa Barat 15 TIDAK INFORMATIF 

39 
Dinas Tanaman Pangan dan 

Holtikultura Provinsi Jawa Barat 15 TIDAK INFORMATIF 

40 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 
15 

TIDAK INFORMATIF 

3. BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PROVINSI JAWA BARAT 

NO NAMA BADAN PUBLIK NILAI KATEGORI 

1  PT. Tirta Gemah Ripah (Perseroda) 96,26 INFORMATIF 

2 
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Barat dan Banten, Tbk. 92,2 INFORMATIF 

3 PT. Jamkrida Jabar (Perseroda) 
92 

INFORMATIF 

4 
PT. Jasa dan Kepariwisataan Jabar 

(Perseroda) 91,4 INFORMATIF 

5 PT. Agronesia (Perseroda) 90,6 INFORMATIF 

6 
PT. Bank Perkreditan Rakyat Cirebon 

Jabar 56,2 KURANG INFORMATIF 

7 PT. Jasa Sarana Jawa Barat 51,4 KURANG INFORMATIF 

8 PT. Migas Utama Jabar (Perseroda) 50 KURANG INFORMATIF 
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9 

PT. Lembaga Keuangan Mikro Artha 

Kerta Raharja (Perseroda) Kabupaten 

Tangerang 
34,8 

TIDAK INFORMATIF 

10 
PT. Bank Perkreditan Rakyat 

Kertaraharja Gemilang 33,6 TIDAK INFORMATIF 

11 
PT. Bank Perkreditan Rakyat Bogor 

Jabar 31,4 TIDAK INFORMATIF 

12 
PT. Bandarudara Internasional Jawa 

Barat (Perseroda) 26 TIDAK INFORMATIF 

13 PT. Bank Perkreditan Rakyat Berkah 17,4 TIDAK INFORMATIF 

14 PT. Agro Jabar 15,4 TIDAK INFORMATIF 

15 PT. Lembaga Keuangan Mikro Garut 0 TIDAK INFORMATIF 

16 
PT. Lembaga Keuangan Mikro Mekar 

Asih Purwakarta 
0 TIDAK INFORMATIF 

17 
PT. Bank Perkreditan Rakyat Karawang 

Jabar 
0 TIDAK INFORMATIF 

18 
PT. Bank Perkreditan Rakyat 

Karyautama Jabar (Perseroda) 
0 TIDAK INFORMATIF 

19 PT. Lembaga Keuangan Mikro Ciamis 0 TIDAK INFORMATIF 

20 
PT. Bank Perkreditan Rakyat Intan 

Jabar Kabupaten Garut 
0 TIDAK INFORMATIF 

21 
PT. Bank Perkreditan Rakyat 

Indramayu Jabar 
0 TIDAK INFORMATIF 

22 PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor 0 TIDAK INFORMATIF 

23 
PT. Bank Perkreditan Rakyat Cianjur 

Jabar 
0 TIDAK INFORMATIF 

24 
PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipatujah 

Jabar (Perseroda) 
0 TIDAK INFORMATIF 

25 
PT. Lembaga Keuangan Mikro Akhlakul 

Karimah Cianjur 
0 TIDAK INFORMATIF 

26 
PT. Bank Perkreditan Rakyat Lebak 

Sejahtera 
0 TIDAK INFORMATIF 

27 PT. Bank Perkreditan Rakyat Serang 0 TIDAK INFORMATIF 
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28 PT. Lembaga Keuangan Mikro Kuningan 0 TIDAK INFORMATIF 

29 
PT. Lembaga Keuangan Mikro 

Karawang 
0 TIDAK INFORMATIF 

30 
PT. Lembaga Keuangan Mikro 

Pancatengah Tasikmalaya (Perseroda) 
0 TIDAK INFORMATIF 

31 
PT. Lembaga Keuangan Mikro 

Sumedang 
0 TIDAK INFORMATIF 

32 
PT. Lembaga Keuangan Mikro 

Pandeglang Berkah Banten 
0 TIDAK INFORMATIF 

33 

PT. Lembaga Keuangan Mikro 

Rangkasbitung Kabupaten Lebak 

Banten 

0 TIDAK INFORMATIF 

34 
PT. Lembaga Keuangan Mikro 

Sukabumi 
0 TIDAK INFORMATIF 

4. INSTANSI VERTIKAL PROVINSI JAWA BARAT 

NO NAMA BADAN PUBLIK NILAI KATEGORI 

1 Kantor Wilayah Kementerian Hukum 
Provinsi Jawa Barat 99,6 INFORMATIF 

2 

Pusat Pembelajaran dan Strategi 

Kebijakan Talenta ASN Nasional 

Lembaga Administrasi Negara 
98,2 

INFORMATIF 

3 
Badan Pengawas Pemilihan Umum 

(Bawaslu) Provinsi Jawa Barat 93,94 
INFORMATIF 

4 
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Provinsi Jawa Barat 91,86 
INFORMATIF 

5 BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat 91,4 INFORMATIF 

6 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Provinsi Jawa Barat 90,68 
INFORMATIF 

7 Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat 90 INFORMATIF 

8 
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa 

Barat 78,6 CUKUP INFORMATIF 

9 
Kantor Wilayah BKKBN Provinsi Jawa 

Barat 77 CUKUP INFORMATIF 

10 Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat 
76,84 

CUKUP INFORMATIF 



 

 

 
 

Sekretariat: Jalan Turangga No 25 Bandung-40263 | Telp/faks: (022) 735 116 56 |  
email: kipjabar@jabarprov.go.id/ kipjabar@gmail.com 

 

11 
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 

(KPID) Jawa Barat 72,8 CUKUP INFORMATIF 

12 
Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat 64,84 CUKUP INFORMATIF 

13 
Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) 

Bandung 62,4 CUKUP INFORMATIF 

14 

Badan Pengawasan Keuangan & 

Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa 

Barat 
50,88 

KURANG INFORMATIF 

15 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat 50,84 
KURANG INFORMATIF 

16 
Badan Narkotika Nasional (BNN) 

Provinsi Jawa Barat 36,68 TIDAK INFORMATIF 

17 
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 

Wilayah IV Jawa Barat dan Banten 35 TIDAK INFORMATIF 

18 
Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi Jawa Barat 0 TIDAK INFORMATIF 

19 Kejaksaan Tinggi Jawa Barat 0 TIDAK INFORMATIF 

20 Pengadilan Tinggi Jawa Barat 0 TIDAK INFORMATIF 

21 KODAM III Siliwangi 0 TIDAK INFORMATIF 

22 
Perum BULOG Divisi Regional Jawa 

Barat 
0 

TIDAK INFORMATIF 

23 
Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 

IX 
0 

TIDAK INFORMATIF 

5. BIRO SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

NO NAMA BADAN PUBLIK NILAI KATEGORI 

1 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi 
Jawa Barat 99,2 INFORMATIF 

2 
Biro Organisasi Sekretariat Daerah 

Provinsi Jawa Barat 93,26 INFORMATIF 

3 
Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 92,94 INFORMATIF 

4 

Biro Pemerintahan dan Otonomi 

Daerah Sekretariat Daerah Provinsi 

Jawa Barat 
92,8 

INFORMATIF 
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5 
Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat 

Daerah Provinsi Jawa Barat 91,6 INFORMATIF 

6 
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah 

Provinsi Jawa Barat 78,8 CUKUP INFORMATIF 

7 
Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat 

Daerah Provinsi Jawa Barat 75,2 CUKUP INFORMATIF 

8 

Biro Badan Usaha Milik Daerah, 

Investasi, dan Administrasin 

Pembangunan Sekretariat Daerah 

Provinsi Jawa Barat 

59 KURANG INFORMATIF 

9 
Biro Pengadaan Barang dan Jasa 

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 21,2 TIDAK INFORMATIF 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



PUBLIK ADMINISTRASI PUBLIK ADMINISTRASI

1 1 5 6

2 0
Tidak memiliki Website/Aplikasi 

khusus
3 4 3 7

4 0
Tidak memiliki Website/Aplikasi 

khusus

5 0
Tidak memiliki Website/Aplikasi 

khusus

6 0
Tidak memiliki Website/Aplikasi 

khusus

7 0
Tidak memiliki Website/Aplikasi 

khusus

8 0
Tidak memiliki Website/Aplikasi 

khusus

9 0
Tidak memiliki Website/Aplikasi 

khusus

10 0
Tidak memiliki Website/Aplikasi 

khusus
11 8 8

12 1 2 9 12

13 12 12

14 1 4 5

15 3 3

16 2 2

17 2 1 1 1 5

18 4 1 5

19 1 2 3

20 3 3 1 5 12

21 2 4 6

22 30 30

23 3 3 6

24 6 6

25 4 1 4 9

26 4 4 8

27 8 8

28 2 2

29 1 1

30 2 2 4

31 1 3 1 5

Retribusi Kebersihan 
(SIMRET) merupakan aplikasi 
android yang digunakan 
secara privat dan tidak di 
publish ke umum hanya 

32 0
Tidak memiliki Website/Aplikasi 

khusus
33 1 1 2

34 1 17 3 21

35 1 2 3

36 0
Tidak memiliki Website/Aplikasi 

khusus
37 3 1 3 7

38 4 4

39 1 1 2

40 1 16 17

41 0
Tidak memiliki Website/Aplikasi 

khusus
42 1 1 2

43 1 1 2

225

Keterangan :
*Jumlah Aplikasi Online Terintegrasi  26+112 = 138
*Total Layanan = 225 
*Persentase Aplikasi Pemerintah yang Online dan Terintegrasi 138/225*100% = 61,33%

DAFTAR APLIKASI ONLINE DAN TERINTEGRASI TAHUN 2025

NAMANO
TOTAL

KETERANGANJUMLAH LAYANAN

WEBSITE APLIKASI

SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN HUKUM

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

BAGIAN ORGANISASI

BAGIAN KESRA

INSPEKTORAT

BAGIAN PEREKONOMIAN

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

BAGIAN UMUM

BAGIAN PROTOKOL, KOMUNIKASI DAN TATA USAHA PIMPINAN

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

SEKRETARIAT DEWAN 

BAPPEDA

BPKPD

BKPSDM

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  DAERAH

BADAN KESBANGPOL

DINAS PEMUDA,OLAH RAGA DAN PARIWISATA 

DINAS PMPTSP
DP2KBP3A

DINAS TENAGA KERJA

DINAS KETAHANAN PANGAN,PERTANIAN DAN PERIKANAN

DINAS SOSIAL 

DINAS KESEHATAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DINAS KOPERASI,UKM,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

KECAMATAN LEMBURSITU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

DINAS PERHUBUNGAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DINAS POLISI PAMONG PRAJA

RSUD SYAMSUDIN,S.H

RSUD AL MULK

KECAMATAN GUNUNG PUYUH

KECAMATAN CIKOLE

KECAMATAN CITAMIANG
KECAMATAN WARUDOYONG

KECAMATAN BAROS

KECAMATAN CIBEREUM

PDAM (PERUMDA TIRTA BUMI WIBAWA)

BPR KOTA SUKABUMI

JUMLAH KESELURUHAN 34 26 112

87 138

53























 

 

 

 

 

 

 

PRESTASI TAHUN 2025 



✓ Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 
(Sebagai Badan Publik/Pemerintah Kota dengan kualifikasi 
“INFORMATIF”  dengan skor indeks 90.04) 

 

 

 

































































































































































































































PPID

Dan/ Atau

PPID

Pembantu

Pada hari dan jam 

kerja

Jam 08.00 s/d 

15.00 WIB.

Pada hari dan jam 

kerja

Jam 08.00 s/d 

15.00 WIB

(15 menit).

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Pelaksana Pendukung

Informasi

Bagian

Registrasi

No.

1.

2.

1.

2.

3.

Datang langsung dan 

mengisi formulir 

permohonan pengajuan 

keberatan informasi 

publik dengan melengkapi 

fotocopy identitas diri 

(NIK);
Melalui Website dengan 

mengisi formulir yang 

telah diunduh dan 

menyertakan scan 

identitas diri (NIK) 

kemudian dikirim ke 

alamat email PPID yang 

tertera di website;
Mengirim fax formulir 

permohonan informasi 

yang telah diisi lengkap 

disertai dengan fax 

identitas diri (NIK) ke no 

fax PPID.

Pemohon

1.

2.

1.

2.

Waktu
Atasan

PPID

Kegiatan Keterangan
Kelengkapan Output

Pemohon Informasi menyampaikan 

pengajuan keberatan atas tidak 

terlayaninya permohonan informasi 

yang dibutuhkan melalui : 

Formulir pengajuan 

keberatan pelayanan 

informasi publik yang 

telah diisi lengkap dan 

dilampiri fotocopy/scan 

identitas diri (NIK).

Memeriksa dan mencatat formulir 

pengajuan keberatan kedalam buku 

register.

Formulir pengajuan 

keberatan pelayanan 

informasi publik yang 

telah diisi lengkap dan 

dilampiri fotocopy/scan 

identitas diri (NIK).

Formulir Pengajuan 

Keberatan Informasi 

Publik yang tersedia di 

meja pelayanan PPID 

atau ditampilkan di 

website dan dapat 

diunduh.

Fotocopy atau scan 

identitas diri (NIK) dari 

pemohon yang 

mengajukan keberatan.

Formulir Pengajuan 

Keberatan Informasi 

Publik yang tersedia di 

meja pelayanan PPID 

atau ditampilkan di 

website dan dapat 

diunduh.

Fotocopy atau scan 

identitas diri (NIK) dari 

pemohon yang 

mengajukan keberatan.

Mulai

1



Pada hari dan jam 

kerja

Jam 08.00 s/d 

15.00 WIB

(15 menit).

Pada hari dan jam 

kerja

Jam 08.00 s/d 

15.00 WIB

(7 hari kerja).

2. Disposisi

Pada hari dan jam 

kerja

Jam 08.00 s/d 

15.00 WIB

(1 hari kerja).

Pada hari dan jam 

kerja

Jam 08.00 s/d 

15.00 WIB

(7 hari kerja).

3.

4.

5.

6.

1.

2.

1.

2. Disposisi

1. Daftar surat 

yang harus 

diberikan 

kepada PPID 

dan/ atau 

Melakukan registrasi formulir 

pengajuan keberatan pelayanan 

informasi dan menyampaikan 

pengajuan keberatan kepada Atasan 

PPID.

Semua data-data pemohon 

informasi disimpan dalam 

bentuk hardcopy & 

softcopy.

Daftar pengajuan 

keberatan pelayanan 

informasi yang telah di-file 

dalam bentuk hardcopy 

dan softcopy.

Memeriksa formulir pengajuan 

keberatan dari pemohon dan 

memutuskan apakah tanggapan 

Pemohon dapat diterima atau tidak. 

Apabila Pengajuan keberatan Pemohon 

diterima/ diterima sebagian, 

Penanggung Jawab memerintahkan 

PPID untuk mempersiapkan 

informasi/keterangan/jawaban yang 

diminta Pemohon. Apabila pengajuan 

keberatan Pemohon ditolak, 

Penanggung Jawab memerintahkan 

PPID untuk menyusun konsep Surat 

Penolakan Permohonan.

Berkas pengajuan keberatan 

pelayanan informasi yang 

telah diisi lengkap.

Surat perintah tertulis 

kepada PPID dan/ atau 

PPID Pembantu untuk 

memenuhi permintaan 

pemohon informasi yang 

mengajukan keberatan 

pelayanan informasi 

publik.

Memberikan informasi yang diminta 

oleh pemohon informasi kepada Atasan 

PPID jika informasi yang dimaksud 

telah masuk DIP.Atasan PPID akan 

menjawab pengajuan keberatan kepada 

pemohon informasi. Jika informasi 

yang diinginkan pemohon informasi 

tidak termasuk dalam DIP yang telah 

diumumkan, karena informasi belum 

tersedia atau termasuk informasi yang 

dikecualikan, maka diberikan surat 

penolakan kepada Pemohon Informasi.

Informasi Publik yang 

diminta oleh Pemohon 

Informasi atau Surat 

Penolakan kepada 

Pemohon

Memerintahkan kepada PPID dan/ atau 

PPID Pembantu untuk memenuhi 

permintaan informasi dari Pemohon 

Informasi.

Berkas pengajuan 

keberatan pelayanan 

informasi yang telah 

diisi lengkap.

Daftar Informasi Publik 

(DIP) yang telah 

diumumkan.

Dokumen/ Informasi 

yang dimaksud oleh 

Pemohon Informasi 

atau rekomendasi surat 

penolakan dari PPID 

atau PPID Pembantu 

karena informasi yang 

diminta merupakan 

informasi yang 

dikecualikan.

2

3

4

5



Pada hari dan jam 

kerja

Jam 08.00 s/d 

15.00 WIB

(1 hari kerja).

Pada hari dan jam 

kerja

Jam 08.00 s/d 

15.00 WIB

(15 menit).

Pada hari dan jam 

kerja

Jam 08.00 s/d 

15.00 WIB

(15 menit).

Sukabumi,

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SUKABUMI

Rahmat Sukandar, S. Si., M.T., M. Sc.

Pembina Utama Muda

NIP. 19780626 199711 1 001

7.

8.

9.

Menyerahkan informasi/ keterangan/ 

jawaban yang diminta atau Surat 

Penolakan Permohonan kepada 

Pemohon.

Informasi/ keterangan/ 

jawaban yang diminta 

pemohon/ konsep surat 

penolakan permohonan.

Informasi/ keterangan/ 

jawaban yang diminta 

pemohon/ konsep surat 

penolakan permohonan.

Menerima informasi/ keterangan/ 

jawaban yang diminta beserta tanda 

bukti penerimaan informasi/ 

keterangan/ jawaban atas pengajuan 

keberatan atau Surat Penolakan 

Permohonan.

Informasi/ keterangan/ 

jawaban yang diminta 

pemohon/ surat penolakan 

permohonan.

Tanda Bukti Penerimaan 

informasi/ keterangan/ 

jawaban atau Suarat.

Memberi persetujuan atas informasi/ 

keterangan/ jawaban yang telah 

disiapkan oleh PPID atau konsep Surat 

Penolakan Permohonan dan 

menyerahkan kepada Petugas 

Pelayanan Informasi duntuk 

diserahkan ke Pemohon.

Informasi/ keterangan/ 

jawaban yang diminta 

pemohon/ konsep surat 

penolakan permohonan.

Informasi/ keterangan/ 

jawaban yang diminta 

pemohon/ konsep surat 

penolakan permohonan.

6

7

Selesai
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